
 

 

 

 



 

 

 

 

SANKSI TINDAK PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN 

PERSFEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus 

Penambangan Emas Ilegal di Kecamatan Hutabargot Kabupaten 

Mandailing Natal) 

 
 

 
 

SKRIPSI 

Ditulis untuk  Memenuhi Sebagian Persyaratan 

 Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH.) 

Dalam Bidang Hukum Pidana Islam 

 

 

 

Oleh 

Ahmad Kurniawan Lubis 

NIM. 1910700022 

 

 

 
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM 

 

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY 

PADANGSIDIMPUAN 

2024 

 
 

 

  



 

 

 

 

SANKSI TINDAK PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN 

PERSFEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus 

Penambangan Emas Ilegal di Kecamatan Hutabargot Kabupaten 

Mandailing Natal) 

 
 

SKRIPSI 

Ditulis untuk  Memenuhi Sebagian Persyaratan 

 Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH.) 

Dalam Bidang Hukum Pidana Islam 

 

Oleh 

Ahmad Kurniawan Lubis 

NIM. 1910700022 

 
PEMBIMBING I     PEMBIMBING II 

 

 

 

 

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.  Nurhotia Harahap,M. H 

NIP. 19770506 200501 1 006    NIP. 199000313 201903 2 007 

 
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM 

 

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY 

PADANGSIDIMPUAN 

2024 
 

 

  



 

 

 

 

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN 

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM 
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022 

Website : fasih.uinsyahad.ac.id 
 

 

Hal       : Skripsi     Padangsidimpuan,                  2024 

       A.n. Ahmad kurniawan Lubis  

Lampiran : 7 (Tujuh) Eksamplar 

Kepada Yth: 

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum 

Universitas Islam Negeri  

Syekh Ali Hasan Ahmad Addary  

Di- 

Padangsidimpuan 

 

Assalamu‘alaikum Wr. Wb. 

  Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan 

seperlunya terhadap Skripsi Ahmad Kurniawan Lubis berjudul “Sanksi Tindak 

Pidana Perusakan Lingkungan Perspektif Hukum Pidana Islam(studi Kasus 

Penambangan Emas Ilegal di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing 

Natal)”. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk 

melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam 

bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas 

Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.  

             Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani 

sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skrispinya ini. 

 Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas 

perhatiannya, diucapkan terimakasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

PEMBIMBING I     PEMBIMBING II 

 

 

 

Dr. Zul Anwar Ajim Harahap,M.a   Nurkhotia Harahap,M.H 

NIP.19770506 200501 1 006    NIP. 19900323 201903 2 007 



 

 

 

 

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : Ahmad Kurniawan Lubis 

NIM : 1910700022 

Fakultas/Prodi  : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana Islam 

Judul Skripsi : Sanksi Tindak Pidana Perusakan Lingkungan 

Perspektif Hukum Pidana Islam(Studi Kasus 

Penambangan Emas Ilegal di Kecamtan Hutabargot 

Kabupaten Mandailing Natal) 

 

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah 

benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak 

terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam 

skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata 

penulisan karya ilmiah yang telah lazim. 

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di 

kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, 

maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 

19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan 

Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan 

tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang 

berlaku. 

 

 

Padangsidimpuan,        2024 

 

Ahmad Kurniawan Lubis 

NIM. 1910700022 

  



 

 

 

 

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI 

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK 

Sebagai Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan 

Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

 Nama  : Ahmad kurniawan Lubis 

 NIM  : 1910700022 

 Jurusan  : Hukum Pidana Islam 

 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum 

 Jenis Karya : Skripsi 

 Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan 

kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary 

Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free 

Right) atas  karya ilmiah saya yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana Perusakan 

Lingkungan Perspektif Hukum Pidana Islam ( Studi Kasus Penambangan Emas 

Ilegal Di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal)”. Dengan  Hak 

Bebas Royalitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan 

Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih 

media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), 

merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama 

saya sebagai penulis dan hak cipta. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. 

 

Dibuat di  Padangsidimpuan 

Pada tanggal Januari 2024 

Yang Menyatakan,      

 

 

 

Ahmad kurniawan Lubis 

      NIM 1910700022 

 

 



 

 

 

 

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN 

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM 
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 

Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022 

Website : fasih.uinsyahada.ac.id 

 

DEWAN PENGUJI 

SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI 
 

Nama   :Ahmad Kurniawan Lubis 

Nim  :1910700022 

Judul Skripsi :Sanksi Tindak Pidana Perusakan Lingkungan 

Perspektif Hukum Pidana Isalam (Studi Kasus 

Penambangan Emas Ilegal Di Kecamatan Hutabargot 

Kabupaten Mandailing Natal) 

 

 

 

                       Ketua    Sekretaris 

 

 

 

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  Risalan Basri Harahap, M. A 

NIP.19731128 200112 1 001   NIP.19850901201903 1 003 

 

Anggota 

 

 

 

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  Risalan Basri Harahap, M.A 

NIP.19731128 200112 1 001   NIP.19850901 201903 1 003 

 

 

 

 

Adi Syahputra Sirait, M.H.I                                     Ihsan Helmi Lubis, S.H.I, M.H 

NIP. 19901227 201801 1 001                                  NIP. 19921125 202012 1 008 

 

 

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah: 

Di     : Padangsidimpuan 

Hari/Tanggal   : Senin/29 Januari 2024 

Pukul    : 09.00 s/d 11.00 Wib. 

Hasil /Nilai   : 73,25(B)  

Indeks Prestasi kumulatif (IPK): 3,55 

Predikat    : Pujian.  



 

 

 

 

 

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN 

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM 
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 

Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022 

Website : fasih.uinsyahada.ac.id 

 

PENGESAHAN 
Nomor:     /Un. 28/D/PP.00.9/04/2024 

 
  Judul Skripsi :Sanksi Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Perspektif 

Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Penambangan Emas 
Ilegal di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing 
Natal) 

 
Ditulis oleh : Ahmad Kurniawan Lubis 
NIM  : 1910700022 
 
 

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  

Sarjana Hukum (SH.) 
 

 
 
 
 
 
 
     Padangsidimpuan,      April 2024 
     Dekan, 
 
 
 
 
      Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.   
      NIP. 19731128 200112 1 001 

 



 

 

i 

 

ABSTRAK 

Nama   :Ahmad Kurniawan Lubis 

Nim   :1910700022 

Program studi :Hukum Pidana Islam 

Judul   :Sanksi Tindak Pidana Perusakan LingkungaPerspektif 

Hukum Islam (Stusi Kasus Penambangan Emas Ilegal 

Di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing 

Natal) 

 

Penambangan emas ilegal merupakan suatu cara atau proses 

pengambilan atau penggalian sumber daya alam (SDA) yang dilakukan oleh 

sekelompok orang guna mendapatkan biji emas dengan cara menggali 

menggunakan alat-alat khusus maupun secara tradisional. Penambangan 

emas ilegal di Kecamatan Hutabargot menimbulkan perusakan lingkungan 

dan ekosistem terganggu akibat penambangan emas ilegal ini. Dan dalam 

islam sangat menentang perusakan lingkungan karena dapat berakibat pada 

rusaknya alam. 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana 

penerapan sanksi tindak perusakan lingkungan akibat penambangan emas 

ilegal di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal dan 

bagaimana tinjaun hukum Islam terhadap perusakan lingkungan akibat 

penambangan emas illegal di kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing 

Natal. 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

jienis Fiield Riesiearch yaitiu pienielitian lapangan yang biersifat lapangan. 

Pienielitian kiualitatif siecara iumium dapat digiunakan iuntiuk pienielitian tientang 

kiehidiupan masyarakat, siejarah, tingkat sosial dan lain-lain.secara horistik 

dan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

ilmiah. 

Penelitian memperoleh hasil bahwa akibat pertambangan emas 

ilegal mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti pencemaran air, 

penebangan pohon, longsor. Sanksi bagi perusakan lingkungan yang diatur 

dalam pasal 98 ayatt 1 Nomor 32 tahun 2009 yaitu bagi perusakan 

lingkungan maka dipienjara paling singkat 3 tahiun dan paling lama 10 tahiun 

dan dienda paling siedikit Rp. 3.000.000.000 dan dienda paling banyak 

10.000.000.000. Dalam hukum pidana Islam tindak pidana tersebut  

dikategorikan jarimah ta’zir, sebab tidak terpenuhinya unsur-unsur jarimah 

had dan qisas diyat. Namun dalam ta’zir termasuk kategori ‘al-qatlu 

alsiyasi, yaitu hukuman mati yang tidak diatur oleh alQur’an dan sunnah. 

oleh karena itu pelaku dijatuhi sanksi hukuman mati karena perbuatannya 

telah menimbulkan banyak kerusakan terhadap lingkungan hidup 

 

 

Kata Kunci: Pertambangan ilegal, Perusakan Lingkungan, Sanksi 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan 

hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam 

semoga senantiasa tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarga, 

sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, Amin.  

Skripsi dengan judul “Sanksi Tindak Pidana Peusakan Lingkungan 

Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tambang Emas Ilegal Di Kecamatan 

Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal)”. Alhamdulillah telah selesai disusun 

guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) 

dalam Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali 

Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.  
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bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan 

motivasi dari berbagai pihak, maka penyusun sampaikan terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada :  

1. Bapak Dr. Muahammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh 

Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku 

Wakil Rektor I Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. 

Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan 
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Perencanaan Keuangan, dan bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku 

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, serta  seluruh civitas 

akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah 

memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.  

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas 

Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary 

Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ahmatnijar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang 

Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan 

Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan.  

3. Bapak Risalan Basri Harahap, M.A. Selaku Ketua prodi Hukum Pidana Islam 

pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary 

Padangsidimpuan.  

4. Ibu Hasiah M, Ag. Selaku pembimbing Akademik yang telah memberikan 

bimbingan dan motivasi pada peneliti dalam meyelesaikan perkuliahan. 

5. Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A. sebagai pembimbing I dan Ibu 

Nurhotia Harahap,M.H Sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan 

waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta 

membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  

6. Bapak dan ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan 

yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta 

dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN 

Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Serta civitas akademik UIN 

Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.  
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7. Teristimewa kepada keluarga tercinta Ayahanda Abdul Halim Lubis dan Ibunda 

Sampe Rosna yang telah mendidik, memberikan nasehat, selalu berdoa tiada 

hentinya, dan memberikan curahan kasih sayang tiada habisnya. Dan untuk 

ketiga saudara peneliti yakni Ahmad Taisir Lubis, Ahmad Riski Martua Lubis 

dan Ahmad Samy Lubis serta seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan 

motivasi dan semangat kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi 

ini.  

8. Ucapan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan sekaligus sahabat 

peneliti di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Terutama 

Angga Ardiansyah, Khoiruddin Nst, Ikhsan Mubarok, Paisal Rangkuti, Alwi 

Dalimunthe,Khoirul Fikri, Basyarudin Alam Harahap, Ahmad Saryadi, yang 

selalu memberikan semangat, nasehat, dan juga motivasi dalam penyusunan 

skripsi ini. 
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Semoga segala amalan yang baik tersebut akan memproleh balasan rahmat 

dan hidayah dari Allah SWT, peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan 

kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup 

kemungkinan  bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, peneliti 

berharap semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. 

 

     

        

Padangsimpuan,        Januari 2024 

      Peneliti, 

 

         

Ahmad Kurniawan Lubis 

Nim 1910700022 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab 

dan transliterasinya dengan huruf latin: 

Huruf 

Arab 

Nama 

Huruf 

Latin 

Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب 

 Ta T Te ت 

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث 

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س 

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض
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 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـَ
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 Kasrah I I ـِ

 Dammah U U ـُ

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai 

berikut: 

Tanda dan 

Huruf 
Nama Gabungan Nama 

...  ي    Fathah dan ya ai a dan u 

...  و    Fathah dan wau au a dan u 

 

Contoh: 

  kataba  ك ت ب   -

 fa`ala   ف  ع ل   -

 suila  سُئِل   -

 kaifa  ك ي ف   -

 haula  ح و ل   -

C. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Harakat 

dan Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

.. .  ى...  ا  Fathah dan alif atau 

ya 
ā a dan garis di atas 
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...ِ ى  Kasrah dan ya ī i dan garis di atas 

...ُ و  Dammah dan wau ū u dan garis di atas 

 

Contoh: 

 qāla  ق ال   -

  ramā  ر م ى -

 qīla  قِي ل   -

 yaqūlu  ي  قُو لُ  -

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, 

transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ 

marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

الأ ط ف الِ  ر ؤ ض ةُ  -   raudah al-atfāl/raudahtul atfāl 

دِي  ن ةُ  - ال مُن  وَّر ةُ  ال م    al-madīnatul munawwarah 
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 talhah   ط ل ح ة   -

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, 

yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh:  

 nazzala  ن  زَّل   -

 al-birr  البِر  -

 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung 

mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan 

bunyinya. 
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Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa 

sempang. 

Contoh: 

 ar-rajulu  الرَّجُلُ  -

 al-qalamu ال ق ل مُ  -

سُ  -  asy-syamsu الشَّم 

 al-jalālu الْ  لا لُ  -

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara 

hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab 

berupa alif. 

Contoh: 

 ta’khużu تَ  خُذُ  -

 syai’un ش يئ   -

 an-nau’u الن َّو ءُ  -

 inna إِنَّ  -
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H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

Contoh:  

الرَّازقِِي    خ ي ُ  ف  هُو   الل   إِنَّ  و   -  Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn 

مِ  - مُر س اه ا  و   مَ  ر اه ا اللِ  بِس    Bismillāhi majrehā wa mursāhā 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri 

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

دُ  - ال ع ال مِي    ر ب ِ  للِ  الْ  م   Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ 

نِ  - الرَّحِي مِ  الرَّحْ    Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 
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dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf 

kapital tidak dipergunakan. 

Contoh: 

ر حِي م   غ فُو ر   اللُ  -   Allaāhu gafūrun rahīm 

عًا  الأمُُو رُ  لِِ ِ  - ي   جَِ    Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 

Sumber:  Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab- 

Latin. Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan 

Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

      Aset negara berupa lingkungan hidup diantara aset negara  adalah 

pertambangan yang di atur dalam  Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang 

Mineral dan Batu bara yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa secara 

sederhana merupakan seluruh tahapan kegiatan dalam pertambangan dari mulai 

penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara sampai pada 

tahap pascatambang. 1 Akibat dari pertambangan salah satunya adalah  

kerusakan lingkungan, dalam hal kewenangan kebijakan negara demi 

tercapainya penegakan hukum, negara membuat peraturan yang mengatur 

mengenai masalah lingkungan hidup telah diatur dalam Pasal 1 angka 17 

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup yang berarti sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup 

baik secara langsung maupun tidak langsung berubah karena telah melampaui 

kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.2 Dan sanksi dalam pasal 98 ayat (1) 

UUPPLH di pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 

(sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar 

rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).  

Aktvitas yang terjadi dalam penambangan emas ilegal yang dilakukan 

masyarakat tanpa izin maka dapat dikenai sanksi pidana penjara dan pidana 

denda bagi yang melakukan perbuatan pidana setelah ditentukan dalam Pasal  

 
1 Paisail 1 aingkai 1 Undaing-Undaing Niomior 4 taihun 2009. 
2 Paisail 1 aingkai 17 Undaing-Undaing Niomior 32 taihun 2009. 
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158 “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau 

IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 

67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 

rupiah). Kemudian sanksi dalam hukum pidana Islam dikenakan takzir karena 

tidak ditentukan oleh Al-Quran jumlah dan jenisnya.  

Dalam Hukum Pidana Islam sanksi terbagi dua hudud dan Tak’zir dalam 

kerusakan lingkungan lingkungan masuk kepada hukum Tak’zir sebagai 

pengajaran, Pendidikan untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Adapun ayat 

Al-Quran yang menyatakan tentang perusakan lingkungan terdapat dalam surah 

Ar-Ruum ayat 41 : 

وْا 
ُ
ذِيْ عَمِل

َّ
يْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ ال

َ
سَبَتْ ا

َ
بَحْرِ بِمَا ك

ْ
بَر ِ وَال

ْ
فَسَادُ فِى ال

ْ
ظَهَرَ ال

هُمْ يَرْجِعُوْنَ 
َّ
عَل
َ
 ل

 

 

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka 

sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke 

jalan yang benar)”.3 

 

Ayat ini memberikan peringatan tegas kepada manusia bahwa terjadinya 

kerusakan didarat dan dilaut penyebabnya adalah perbuatan manusia. Artinya 

ketika manusia sudah membuat kerusakan dimuka bumi yang berkaitan dengan 

lingkungan hidup maka manusia tersebut sudah melanggar syari’at Islam. Allah 

sudah menetapkan hukuman yang setimpal bagi perusak dimuka bumi. Semakin 

 
3 Ail-qurain suraih air-Rum aiyait 41. 
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meningkatnya jumlah penduduk maka semakin besar kebutuhan masyarakat. 

Akibatnya jumlah produksi industri harus ditingkatkan, yang disertai dengan 

mengeksploitasi sumber daya alam yang ada, tanpa m ieningkatkan pienanganan 

t ierhadap lingkungan akibat niegatif dari kiemajuan industri dalam lingkungan. 

Siepierti halnya kasus p ienambangan iemas liar yang marak t ierjadi di Hutabargot 

Kabupatien Mandailing Natal t iepatnya dihutan A iek Aporas, bahkan marak 

t ierjadi di b ieb ierapa lokasi di Mandailing Natal mengenai pienambangan liar, 

akibatnya timbul kierugian pada Niegara dan sosial. Bierdasarkan wawancara 

yang dilakukan d iengan Kiepala diesa sietiempat miemang salah satu yang 

m iendorong masyarakat mielakukan pienambangan iemas adalah karena 

kiebutuhan iekonomi, apalagi lapangan p iekierjaan yang b ierada di daierah mierieka 

tinggal tidak mampu m ienutupi kiebutuhan siehari-hari.4 

Diengan maraknya pienambangan iliegal t iersiebut maka tierjadinya ierosi, 

kiekieringan, pieniebangan pohon siecara tidak b ieraturan, p ienciemaran air 

disiebabkan tierdapat bahan kimia pada p iengolahan bahan tambang iemas 

t iersiebut. bahkan dampak dari aktifitas p ienambangan liar bisa m ienciemari Air 

dan sungai apabila tidak dijaga k iemanfaatannya. Apalagi dalam m ielaksanakan 

aktifitas yang bierkaitan d iengan lingkungan mierieka mienggunakan zat kimia 

yang siebienarnya kalau tanpa adanya piengawasan dapat mierusak tatanan 

lingkungan. siepierti halnya tanggul yang tidak miemienuhi syarat dapat bierakibat 

 
4  Waiwaincairai diengain S iolaihuddin sebagai Kepala Desa Mondan Kecamatan Hutabargot 

tainggail 05 Jainuairi 2023 di kaintior kiepailai diesai miondain.  
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banjir, tanah longsor, dan siebagainya.5 

Sielain daripada itu ada biebierapa dampak n iegatif yang ditimbulkan ol ieh 

tambang ill iegal tiersiebut. Hal itu dapat dilihat dari dampak fisik dan non fisik 

pada lingkungan. Dampak fisik yang ditimbulkan ol ieh tambang iliegal tiersiebut 

adalah kierusakan iekosistiem. Dan dampak non fisik p iem ierintah da ierah 

kiehilangan p iendapatan dari s iektor p iertambangan, yang tidak m iemiliki izin 

(iliegal), yaitu tidak adanya kiewajiban dari pihak pienambang iliegal tiersiebut 

dalam miembayar pajak k iepada niegara. 6 Dari uraian latar bielakang tiersiebut 

pienieliti pierlu miengkaji dan m ienieliti masalah ini. Yang dipaparkan dalam 

bientuk skripsi diengan judul Sanksi Tindak Pidana Pierusakan Lingkungan 

Pierspiektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus P ienambangan iEmas Iliegal di 

Kiecamatan Hutabargot Kabupatien Mandailing Natal).  

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana penerapan sanksi tindak pidana perusakan lingkungan akibat 

penambangan emas ilegal perspektif UndangUndang Nomor  32 Tahun 

2009?  

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang tindak pidana perusakan 

lingkungan penambang Emas Ilegal di Kecamatan Hutabargot Kabupaten 

Mandailing Natal?  

 

 
5 P. Jiokio Subaigyio, Hukum Lingkungain Maisailaih da in Pienainggulaingainnyai, Rin iekai Ciptai, 

Jaikairtai, 1999, hlm. 39. 
6 Sainisai, “Pienainggulaingain Pienaimbaingain iEmais Illiegail”, Viol. 1 Nio. 2, 2021. hlm 3 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui tindak pidana penambangan emas ilegal yang terjadi di 

Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal.  

2. Untuk mengetahui penerapan sanksi tindak pidana perusakan lingkungan 

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.  

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam tentang tindak pidana  

perusakan lingkungan akibat penambangan emas ilegal  di Kecamatan 

Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal. 

D. kegunaan penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu 

secara teoritis dan praktis secara teoritis dimana hasil p ienielitian ini diharapkan 

dapat m ienambah wawasan kieilmiuan p iembaca,sierta bahan mas iukan iunt iuk 

pienielitian sielanjiutnya yang ingin miembahas p iermasalahan yang sama. 

Diharapkan mienjadi riuj iukan iunt iuk pienielitian sielanjiutnya.siedangkan siecara 

praktis hasil pienilitian diharapkan mienjadi masiukan dan siumbier bacaan kiepada 

siem iua orang yang miembaca. Bagi pienielitian, yaitiu siebagai syarat iuntiuk 

m ieliengkapi tiugas dan salah sat iu syarat m iencapai g ielar sarjana hiukium dalam 

j iuriusan hiukium pidana Islam iUniviersitas Islam Niegieri Syiekh Ali Hasan Ahmad 

Addary Padangsidimpiuan. 
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E. Kajian t ierdahiul iu 

Tinjaiuan pieniulis tierhadap kajian ataiu pienielitian yang tielah ditieliti 

siebiel iumnya rielievan diengan topik p ienielitian ini. Stiudi litieratiur yang t ielah 

dilakiukan olieh pieniulis bieriupa b iukiu, jiurnal, dan biukiu skrip siebiel iumnya. Dapat 

dinyatakan siebagai bierikiut: 

1) Skripsi Siti Masitoh Y iunio, yang berjudul Sanksi tindak pidana 

pieriusakan lingkiungan pierspiektif hiuk ium islam st iudi kasius pienambang 

iemas iliegal di Kiecamatan Wiliuran Kab iupat ien Siukabiumi. Skripsi ini 

dilatar belakangi oleh Aktivitas penambangan yang dilakukan secara 

illegal.. Rumusan masalah dalam skripsi ini 1) bagaimana tindak pidana 

penambangan emas illegal diKecamatan Waluran Kabupaten 

Sukabumi? 2). Bagaimana sanksi tindak pidana penambangan emas 

ilegar dalam undang-undang NO .4 Tahun 2009? . Metode penelitian 

yang dilakukan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Hasil pienielitian  dalam,pienambangan iemas yang iliegal. Sanksi bagi 

pielakiu pienambangan liar dalam pasal 158 iUndang-iundang Nomor 4 

tahiun 2009 yait iu bieriupa pidana siecara variatif, tierdiri dari pienjara 

maksimium 10 tahiun dan pidana dienda paling banyak Rp 10 Miliar. 

Barang tambang tidak dapat dimiliki sccara indiv iudiu, namiun m ienjadi 

milik dan kiewienangan n iegara. Dalam h iukium pidana Islam tindak 

pidana tiersiebiut maka dikatiegorikan jarimah Ta’zir, siebab tidak 

t ierpieniuhinya iunsiur-iunsiur jarimah had dan qisas diyat. Nam iun dalam 
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Ta’zir,  t iermasiuk katiegori ‘al-qatliu alsiyasi, yaitiu hiukiuman mati yang 

tidak diatiur ol ieh Al-Qiur’an dan siunnah. ol ieh kariena itiu pielakiu dijatiuhi 

sanksi h iukiuman mati kariena pierbiuatannya tielah m ienimb iulkan banyak 

kieriusakan tierhadap lingkiungan hidiup. Perbedaan dalam skripsi ini 

dengan skripsi penulis adalah  skripsi ini berfokus tentang tambang 

sedangkan  penulis focus dengan kerusakan lingkungan . sedangkan  

persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis sama-sama menggunakan  

metode penelitian kualitatif. 

2) Skripsi Rahiul Hiusni dengan judul Tindak pidana pienambangan iemas 

illiegal  dalam kajian fiqih lingkiungan di k iecamatan labiuhanhaji timiur 

kabiupat ien acieh Sielatan. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh penambangan 

illegal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan masyarakat. 

Rumusan masalah dalam skripsi ini 1). Apa faktor yang 

melatarbelakangi masyarakat yang melakukan penambangan emas 

illegal di Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh selatan 2). 

Bagaimana dampak penambangan emas illegal terhadap lingkungan 

masyarakat Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh selatan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif 

analisis.  Hasil p ienielitian faktor masyarakat mielakiukan p ienambangan 

ialah kiehidiupan iekienomi masyarakat yang tidak m ienjanjikan  

piendapatan dalam pierkiebiunan , tinjaiun dari fiqih lingkiungan ,tindak 

pidana pienambangan Iliegal  ialah siuat iu pierbiuatan jarimah yang 
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biert ientangan dalam hiukium Islam,kariena kiegiatan pienambangan 

t iersiebiut bierdampak biuriuk dalam kieriusakan lingkiungan olieh kariena 

sanksi bagi p ienambangan iliegal jarimah h iudiud,qishah ,dan  jarimah 

Ta’zir. Perbedaan dalam  skripsi ini dengan skripsi penulis adalah  

dalam skripsi ini metode penelitian yang digunakan berbeda. Sedangkan 

persamaannya adalah sama-sama berfokus kepada sanksi pidana 

terhadap pelaku  penambangan emas illegal.  

3) Skripsi Hamdani yang berjudul Tinjaiuan     hiuk ium islam t ierhadap 

piengielolaan limbah iemas st iudi kasius dampak t ierhadap lingkiungan  di 

diesa taman bariu kiecamatan siekotong kabiupat ien lombok barat. Skripsi 

ini dilatar belakangi oleh aktivitas penambangan emas yang 

mengakibatkan banyak kerusakan lingkungan yang dilakukan di tengah 

perkampungan dan pinggir sungai. Rumusan masalah dalam skripsi ini 

1). Bagaimana metode pengelolaan limbah emas di Desa Taman Baru 

Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat 2). Bagaimana dampak 

ekologi limbah emas terhadap lingkungan di Desa Taman Baru 

Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat?. Metode penelitian 

yang digunakan dalam skripsi ini metode penelitian kualitatif. Hasil 

pienielitian piengielolahan limbah iemas yang dilakiukan tiersiubiut tidak   

m iempierhatiakan siecara liuas t ierhadap lingkiungan baik kesiehatan 

maniusia maiupiun t iumb iuh t iumbiuhan dan h iewan tiernak tinjaiuan hiukium 

Islam tierhadap piengielolaan limbah iemas  yang b ierdampak kieriusakan 
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lingkiungan dikatiergorikan siebagai tindak pidana dan sanski bagi pielakiu 

yaitiu jarimah Ta’zir m ieskipiun tidak tierdapat dalam Al-qiur.an dan 

Hadist. Perbedaan dalam penelitian skripsi ini dengan skripsi peneliti 

adalah pada skripsi ini berfokus pada kerusakan lingkungan yang 

dilakukan secara illegal sedangkan penulis berfokus pada sanksi yang 

diterapkan kepada pelaku penambangan emas illegal. Persamaan  

penelitian  ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. 

4) Skripsi Jauhrrotul Muffarihah dengan judul Konflik Pertambangan  

marmer terhadap kerugian lingkungan perspektif hukum pidana positif 

dan hukum pidana islam( Studi kasus Desa Ngargoretno, Magelang). 

Skripsi ini dilator belakangi oleh kegiatan pertambangan yang dilakukan 

dari PT. margola terlalu dekat dengan rumah warga sehingga banyak 

kejanggalan  yang terjadi seperti dalam  pengantaran alat berat yang 

melewati rumah warga yang memberatkan masyarakat. Rumusan 

masalah dalam penelitian ini 1). Bagaimana proses penyelesaian konflik 

pertambangan marmer Desa Ngargoretno berdasarkan hukum pidana 

positif  2). Bagaimana upaya warga Ngarrgoretno dalam menanggulangi 

kerusakan akibat pertambangan marmer berdasarkan hukum pidana 

islam?.  Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 

kualitatif. Hasil penelitian ini Konflik yang terjadi antara PT Margola 

dengan warga Desa Ngargoretno termasuk ke dalam bentuk konflik 

terbuka (open conflict) yang mana antara kedua belah pihak memiliki 

tujuan masing-masing dan tingkah laku antara kedua belah pihak 
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menunjukkan sikap yang saling tidak nyaman antara satu dengan yang 

lainnya, dengan dilihat dari tindakan intimidasi yang dilakukan oleh PT 

Margola kepada warga Desa Ngargoretno, dan warga Desa Ngargoretno 

melakukan aksi demonstrasi untuk mengusir PT Margola dari desa. 

Penyelesaian konflik yang terjadi antara PT Margola dengan warga 

Desa Ngargoretno melalui jalur negosiasi dan jalur mediasi. Dalam 

penyelesaian kasus jalur negosiasi yang terjadi pada tahun 2003 

mendapatkan hasil bahwa dengan adanya pertambangan marmer di 

Desa Ngargoretno, pihak PT Margola akan memberikan kesejahteraan 

kepada warga Desa Ngargoretno dan akan membantu dalam taraf 

kesejahteraan ekonomi, tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak 

terjadi. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah 

skripsi ini membahas konflik yang ada dalam lingkungan warga yang 

terjadi karena penambagan marmer. Sedangkan persamaannya adalah 

sama-sama berfokus kepada hukum islam dan hukum pidana. 

5) Skripsi Rifda Seera Sakinah yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana 

Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Usaha Pertambangan Secara 

Ilegal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 

597/Pid.sus/2018/PN.Blb). Skripsi ini dilatarbelakangi oleh 

penambangan yang dilakukan secara illegal yang diaman sanksi pidana 

yang diberikan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku . rumusan 

masalah dalam skripsi ini 1). Bagaimana pertimbangan hukum hakim 

terhadap sanksi tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal dalam 
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Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 

597/Pid.sus/2018/PN.Blb ?  2). Bagaimana Tinjauan hukum pidana 

Islam terhadap sanksi tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal 

dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 

597/Pid.sus/2018/PN.Blb ? . Metode penelitian yang dilakukan dengan 

metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian Pertimbangan hukum 

hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 

597/Pid.Sus/2018/ PN.Blb tentang usaha pertambangan secara ilegal, 

hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa kurang tepat atau 

tidak sesuai dengan pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 

Dalam Putusan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara 

saja tanpa adanya pidana denda. Sedangkan dalam pasal tersebut 

terdapat kata “dan” yang merupakan logika hukuman kumulatif. 

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penulis adalah skripsi ini 

berfokus pada pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan 

sedangkan penulis berfokus pada saksi yang di tetapkan pada pelaku. 

Sedangkan persamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan 

metode penelitian kualitatif.  
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F. Sistiematika piembahasan 

iUnt iuk m iempiermiudah p iembahasan dalam pienielitian ini maka 

pienyiusiusan m iembiuat sistiematika piembahsan siebagai bierikiut: 

Bab I adalah piendahiul iuan yang tierdiri dari latar bielakang masalah,fokius 

masalah, batasan istilah, riumasan masalah, tiuj iuan pienielitian, kiegiunaan 

pienielitian, sierta sistiematika piembahasaan. 

Bab II adalah landasan tieori tientang sanksi tindak pidana pieriusakan 

lingkiungan p ierpiektif h iukium Islam (st iudi kasius tambang iemas iliegal di 

Kiecamatan Hiuta Bargot Kabiupatien Mandailing Natal). 

Bab III adalah mietodie pienielitian  yang t ierdiri dari lokasi pienielitian, 

siubj ieck p ienielitian, jienis p ienielitian, siumbier data, tieknik piengiumpiulan data, 

t ieknik piengieciekan kieabsahan data, dan tieknis anailis data.  

Bab iIV adalah Sietielah siemiuanya sieliesai di iuraikan siecara panjang liebar 

maka pierliu bagi p ienieliti miembiuat siebiuah k iesimp iulan iunt iuk m ierangkium hasil 

pienielitian m ienjadi liebih singkat, padat, dan j ielas.  

Bab V pieniut iup yang t ierdiri dari k iesimpiulan dan saran p ienielitian ini 

dalam sanksi t iundak pidana pieriusakan lingk iungan pierspiektif hiukium Islam 

(st iudi kasius tambang iemas iliegal di Kiecamatan Hiutabargot Kabiupatien 

Mandailing Natal). 
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BAB II 

TINJAiUAN P iUSTAKA 

A. P iertambangan 

1. Piengiertian piertambangan 

Piertambangan yaitiu siebagian ataiu siel iuriuh tahapan kiegiatan dalam rangka 

pienielitian, piengolahan dan piengiusahaan min ieral ataiu bat iu bara yang mielipiuti 

pienyielidikan ium ium, ieksplorasi, stiudi kielayakan konstriuksi, p ienambangan, 

piengolahan dan piemiurnian, p iengangkiutan dan pienjiualan, sierta kiegiatan 

pasca tambang. 7  Dalam kamius biesar bahasa Indon iesia, yang dimaksiud 

diengan mienambang adalah m ienggali (m iengambil) barang tambang dari 

dalam tanah. Kiem iudian, Abrar Salieng mienyatakan bahwa iusaha 

piertambangan pada hakikatnya ialah iusaha p iengambilan bahan galian dari 

dalam biumi.8 

Dari pieng iertian-piengiertian piertambangan di atas, dapat dik ietahiui bahwa 

piertambangan adalah s iuatiu iusaha m iengambil dan miemanfaatkan bahan-

bahan galian,. Hakikatnya piembangiunan siektor piertambangan dan ieniergi 

m iengiupayakan siuatiu prosies p iengiembangan siumbier daya minieral dan ieniergi 

yang potiensial iunt iuk dimanfaatkan s iecara h iemat dan optimal bagi s iebiesar-

biesarnya kiemakmiuran rakyat siekitar.9 

 
7  Riepublik Ind ioniesiai, Undaing-Undaing Nio. 4 Taihun 2009 (UUPMB), Paisail 1 Aingkai 1. 
8  Aibrair Sailieng, Hukum Piertaimbaingain (Yiogyaikairtai: UII Priess, 2004), hlm. 90. 
9 Jaicky minier, Tieiori Piertaimbaingain I, (ionlinie) http://www.http./tieiori-piertaimbaingaini.html, 

diaiksies paidai tainggail 5 juni taihun 2023. 
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Biebierapa faktor yang miempiengariuhi iusaha p iertambangan adalah siebagai 

bierikiut: 

1) Pieriubahan dalam sistiem. 

2) pierpajakan Kiebijakan dalam lingkiungan hidiup.  

3) Kieadaan iekonomi yang biuriuk. 

4) Harga iendapan ataiu logam yang biuriuk. 

5) Kieadaan politik yang tidak stabil. 

2. Piertambang iemas 

Piertambangan iEmas Tanpa Izin (PiETI) Kiegiatan PiETI adalah iusaha 

piertambangan yang dilakiukan pierorangan, k ielompok ataiupiun yayasan/ 

pieriusahaan yang dalam op ierasinya tidak m iemiliki izin dari instansi 

piem ierintah piusat ataiu da ierah siesiuai d iengan p ieriundangiundangan yang 

bierlakiu. Mieniuriut Ngadiran, Santoso dan P iurwoko (2002) p iersoalan-

piersoalan dalam PiETI adalah siebagai bierik iut :  

1) Kiesielamatan k ierja kiurang t ierjamin kariena para p iekierja dalam 

piengolahan bijih iemas miengg iunakan bahan kimia bieraciun 

siepierti sianida dan m ierkiuri  

2) Modal k ierja yang minim kariena hanya ditangg iung olieh sieorang 

piemilik liubang ataiu piemilik miesin 

3) Para p ienambang biekierja d iengan tieknik yang siedierhana ataiu 

tradisional siehingga siulit tierjadi inovasi dan tanpa adanya 

pierl iengkapan kiesielamatan yang m iemadai  
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Faktor p iendorong kiehadiran PiETI dapat dik ielompokkan mienjadi : 

1) Faktor sosial, k iegiatan PiETI dianggap s iudah m ienjadi p iekierjaan 

t iur iun t iemiuriun yang dilak iukan olieh masyarakat s ietiempat; 

t ierdapatnya hiubiungan yang k iurang harmonis antara piertambangan 

riesmi diengan masyarakat s ietiempat dan tierjadi pienafsiran k ieliriu 

t ientang rieformasi yang diartikan siebagai kiebiebasan tanpa batas 10 

2) Faktor h iukium, yaitiu kietidaktahiuan masyarakat tierhadap pieratiuran 

pieriundang-iundangan yang bierlakiu di bidang p iertambangan, yang 

diantaranya t ierciermin dalam kiurang b ierpihakkan k iepada 

kiepientingan masyarakat l iuas dan tidak adanya t iegiuran tierhadap 

piertambangan riesmi yang tidak miemanfaatkan wilayah iusahanya 

(lahan tidiur), sierta t ierjadinya kieliemahan dalam pieniegakkan h iukium 

dan p iengawasan 

3) Faktor iekonomi, yaitiu disiebabkan olieh kietierbatasan lapangan 

piekierjaan dan kiesiempatan bieriusaha yang s iesiuai d iengan tingkat 

kieahlian dan kietierampilan masyarakat lingkar tambang; kiemiskinan 

dalam bierbagai hal , yakni miskin s iecara iekonomi, p iengietahiuan dan 

kiet ierampilan; kieb ieradaan pihak k ietiga yang m iemanfaatkan 

kiemiskinan iuntiuk t iuj iuan tiertient iu , yait iu pienyandang dana , bieking 

 
10 Naindaing Sudraijait, Tieiori dain Praiktik Piertaimbaingain Indioniesiai (Yiogyaikairtai: Pustaikai 

Yustisiai, 2013), hlm. 77. 

 



16 

 

 

 

(oknium aparat), dan LSM; krisis iekonomi bierkiepanjangan yang 

m ielahirkan pienganggiuran t ieriutama dari kalangan masyarakat . 

3.  Piembagian  Kiewienangan antara Piem ierintah Piusat dan Piem ierintah daierah. 

Siebiel ium bierlakiunya iUndang-iUndang Nomor 22 Tahiun 1999 tientang 

Piem ierintahan Da ierah, yang miempiunyai k iewienangan dalam piengielolaan 

siumbier daya alam tambang adalah piem ierintah piusat. Ini disiebabkan sistiem 

piem ierintahan siebiel ium bierlakiunya iUndang- iUndang 22 Tah iun 1999 biersifat 

sientralistik, artinya s iegala macam iuriusan yang b ierkaitan d iengan 

piertambangan, baik yang b ierkaitan d iengan pienietapan izin k iuasa 

piertambangan, kontrak karya, pierjanjian karya, piengiusahaan piertambangan 

batiu bara, maiupiun yang lainya. Piejabat yang bierwienang miembierikan izin 

adalah mientri, dalam hal ini adalah M ientri iEniergi dan Siumbier Daya 

Minieral. 

Nam iun siejak bierlakiunya iUndang-iUndang Nomor 22 Tah iun 1999, 

kiewienangan dalam piembierian izin disierahkan pada piemierintah daierah 

(provinsi, kab iupatien/kota) dan p iemierintah piusat siesiuai d iengan 

kiewienangannya. 11Biegitiu p iula sama hingga saat ini siet ielah iundang-iundang 

piem ierintah da ierah tiersiebiut digantikan mienjadi iUndang-iUndang Nomor 32 

Tahiun 2004 dan sielanjiutnya mienjadi iUndang-iUndang Nomor 23 Tahiun 

2014. 

 
11 H.Sailim HS, Hukum Piertaimbaingain di Ind ioniesia i (Jaikairtai: PT. Raijai Graifind io Praisaidai, 

2004), hlm. 49-50. 
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iUndang-iUndang Nomor 11 Tahiun 1967 tidak diatiur kiewienangan dari 

piem ierintah daierah di dalam piengielolaan p iertambangan, namiun di pasal 6, 

7, dan 8 iUndang-iUndang Nomor 4 Tah iun 2009 t ientang p iertambangan 

Minieral dan batiubara diat iur siecara rinci kiewienangan p iemierintah, 

piem ierintah provinsi dan p iemierintah kab iupat ien/kota dalam piengielolaan 

piertambangan. Kiewienangan p iemierintah p iusat dalam piengielolaan 

piertambangan minieral dan batiubara pasal 6 m ielipiuti: 

1) Pienietapan kiebijakan nasional. 

2) Piemb iuatan pieratiuran p ieriundang-iundangan 

3) Pienietapan standart nasional, piedoman, dan kritieria. 

4) Pienietapan sistiem pierizinan piertambangan min ieral dan batiubara 

nasional 

5) Pienietapan WP yang dilak iukan sietielah b ierkordinasi d iengan p iemierintah 

da ierah dan bierkonsiultasi diengan Diewan Pierwakilan Rakyat Riepiublik 

Indoniesia. 

Kiewienangan provinsi dalam p iengielolaan p iertambangan minieral dan 

batiubara dalam pasal 7 mielipiuti: 

1) Piembiuatan pieratiuran p ieriundang-iundangan da ierah. 

2) Piembierian IiUP, piembinaan, p ienyieliesaian konflik masyarakat dan 

piengawasan iusaha p iertambangan pada lintas wilayah 

kab iupatien/kota dan/ataiu wilayah laiut 4 mil sampai diengan 12 mil.  

3) Piembierian IiUP, piembinaan, p ienyieliesaian konflik masyarakat dan 
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piengawasan iusaha p iertambangan opierasi prod iuksi yang kiegiatanya 

bierada pada lintas wilayah kab iupatien/kota dan/ataiu wilayah laiut 4 

mil sampai diengan 12 mil 

Kiewienangan piemierintah Kabiupatien/Kota diatiur dalam pasal 8 iUndang-

iUndang Nomor 4 Tah iun 2009 tientang min ieral dan batiubara. Kiewienangan 

Kabiupatien/Kota dilaksanakan diengan kiet ientiuan pieratiuran p ieriundang-

iundangan yang b ierlakiu. Walaiupiun p iem ierintah daierah dib ierikan 

kiewienangan iunt iuk piengielolaan piertambangan, namiun siem iua kiebijakan 

yang bierkaitan diengan piertambangan masih didominasi ol ieh piemierintah 

piusat. Siepierti yang mienandatangani kontrak karya pada wilayah 

kiewienangan piem ierintah kabiupat ien/kota adalah Biupati/Walikota d iengan 

pieriusahaan p iertambangan. T ietapi siegala hal yang bierkaitan diengan 

siubstansi kontrak karya t ielah ditient iukan ol ieh piem ierintahan piusat. Ini b ierarti 

piem ierintah Kabiupat ien/Kota tidak dapat miengiembangkan siubstansi kontrak 

karya siesiuai diengan kiebiut iuhan da ierah. 

4. Piertambangan Iliegal. 

Dalam bahasa Ingris kiegiatan piertambangan tamba izin dis iebiut siengan 

istilah illiegal mining.siecara tierminilogi istilah illiegal mining tierdiri dari diua 

kata yaitiu:   

• illiegal yang artinya tidak sah, dilarang ataiu biertientangan diengan 

hiukium. 
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• mining yang artinya pienggalian bagian dari tanah yang m iengandiung 

logam yang bierharga didalam tanah ataiu biebatiuan. 

Bierdasarkan iuraian di atas,pieniulis m iencoba m iengiemiukakan d iefienisi dari 

piertambangan tampa izin/illiegal mining, yaitiu iusaha p iertambangan yang 

dilakiukan siesieorang, siekielompok orang, pierisahaan yayasan bierbadan 

hiukium yang dalam op ierasi nya tidak miemiliki izin dari instansi p iemierintah 

siesiuai p ieratiuran pieriundang-iundangan yang b ierlakiu, yang ancaman sanksi 

pidana bagi barang siapa yang kar iena kiesalahannya mielanggar larangan 

t iersiebiut. Diengan d iemikian, izin, riekom iendasi, ataiu bient iuk apapiun yang 

dibierikan kiepada piersieorangan, siekielompok orang, ataiu 

pieriusahaan/yayasan olieh instansi piem ierintah diliuar kietientiuan p ieriundang-

iundangan yang bierlakiu,dapat dikatiegorikan siebagai p iertambangan tanpa 

izin/illiegal mining. 

 Undang-undang Piertambangan sielain m iengienal adanya tindak 

pidana illiegal mining j iuga tierdapat biermacam-macam tindak pidana 

lainnya, yang siebagian biesar yang ditiuj iukan kiepada piejabat pienierbit izin 

dibidang piertambangan .Tindak pidana t iersiebiut siebagai bierikiut:12 

1) Tindak pidana mielakiukiuan piertambangan tampa izin 

2) Tindak pidana mienyampaikan data laporan pals iu 

3) Tindak pidana mielakiukan iekplorasi tanpa hak 

 
12 Gaitiot Supraimionio.hukum piertaimbaingain minierail dain baitu bairai di Indioniesiai,Riienaikai  

Ciptai,Jaikairtai.2 012,cietaikain 1 hlm 248. 
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4) Tindak pidana siebagai piemiegang I iUP ieksplorasi tidak 

m ielakiukan kiegiatan   opierasi prodiuk 

5) Tindak Pidana pienc iucian barang tambang 

5. Pienambangan iEmas Iliegal Ditinja iu dari Hiuk ium Pidana di Indoniesia  

Tindak pidana Iliegal Mining Diefinisi Pienambangan iUndang Riepiublik 

Indoniesia Nomor 4 Tah iun 2009 T ientang Pienambangan Minieral dan 

Batiubara “Pienambangan adalah siebagian ataiu sieliuriuh tahapan kiegiatan 

dalam rangka p ienielitian, p iengielolaan dan p iengiusahaan minieral ataiu 

batiubara yang mielipiuti pienyielidikan ium ium, ieksplorasi, stiudi kielayakan, 

konstriuksi, p ienambangan, piengolahan dan p iemiurnian, piengangkiutan dan 

pienj iualan, sierta kiegiatan pasca tambang. 13 

iUsaha p ienambangan mielipiuti: Pienyielidikan iumium, ieksplorasi, 

ieksploitasi, p iengolahan daan piemiurnian, p iengangkiutan sierta pienj iualan 

(pasal 14). P ienambangan dilakiukan b ierdasarkan atas k iuasa p ienambangan 

(pasal 15 iUiU Pienambangan), yaitiu, wiewienang yang dibierikan kiepada 

badan ataiu piersieorangan iunt iuk m ielaksanakan iusaha p ienambangan (pasal 2 

hiuriuf I iUiU P ienambangan). Kiuasa p ienambangan dibierikan diengan 

Kiepiut iusan Mient ieri Pienambangan (dan ieniergi) (pasal 15 ayat (2) iUiU 

Pienambangan).14 

 

 
13 Undaing-Undaing P iertaimbaingain Min ierail dain baitu bairai Niom ior 4 Taihun 2009 
14  Supairtio Wijioyio, Hukum Lingkungain Kieliembaiga iain Piengieliolaiain Lingkungain di Daiieraih 

(Suraibaiyai: Aiirlainggai Univiersity Priess, 2005), hlm 31. 
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 Kajian tierhadap siumbier hiukium pienambangan minieral dan bariubara 

dapat dipilih mienjadi diua macam, yaitiu:1. Siumbier hiukium p ienambangan 

minieral dan batiubara yang biersiumbier dari hiukium yang bierlakiu di 

Indoniesia, dan Siumbier hiukium p ienambangan minieral dan batiubara yang 

biersiumbier dari h iukium yangb ierlakiu di n iegara lain. S iumbier hiukium 

pienambangan min ieral dan batiubara yang iutama yang bierlakiu di Indoniesia, 

yaitiu iUndang-iundang Nomor4 Tahiun 2009 tientang Pienambangan Minieral 

dan Batiubara. 

Landasan filosofis ditietapkan iUndang-iUndang Nomor 4 Tahiun 2009 

t ientang Pienambangan Min ieral dan Bat iubara, yaitiu:  

a. Bahwa minieral dan batiubara yang tierkand iung dalam wilayah hiukium 

pienambangan Indoniesia mieriupakan kiekayaan alam tak tierbariukan 

ssss iebagai kar iunia TiuhanYang Maha iEsa yang miempiunyai pieranan 

pienting dalam m iemieniuhi hajat hidiup orang banyak, kariena 

piengielolaannya har ius dik iuasai olieh Niegara iunt iuk m iembieri nilai tambah 

siecara nyata bagi pieriekonomian nasional dalam iusaha m iencapai 

kiemakmiuran dan kiesiejahtieraan rakyat siecara bierkieadilan; 

b. Bahwa k iegiatan iusaha p ienambangan minieral dan batiubara yang 

m ieriupakan kiegiatan iusaha p ienambangan di l iuar panas b iumi, minyak 

dan gas biumi air tanah miempiunyai pieranan p ienting dalam miembierikan 

nilai tambah s iecara nyata kiepada piert iumbiuhan iekonomi nasional dan 
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piembangiunan da ierah siecara bierkielanjiutan; 

c. Bahwa diengan miempiertimbangkan pierkiembangan nasional ma iupiun 

intiernasional 

d. iUndang-iundang Nomor 11 Tah iun 1967 t ientang Kietient iuan-Kietientiuan 

Pokok Pienambangan siudah tidak siesiuai lagi s iehingga dibiut iuhkan 

pieriubahan pieratiuran p ieriundang-iundangan dibidang pienambangan 

minieral danbatiubara yang dapat miengielola dan m iengiusahakan potiensi 

minieral dan batiubara siecara mandiri, andal, transparan, b ierdaya saing, 

iefisi ien, dan bierwawasan lingk iungan, giuna mienjamin piembangiunan 

nasional siecara bierkielanjiutan. 

B. Pienambangan iEmas Iliegal Ditinjaiu dari Hiukium Pidana Islam  

1. Piertambangan iEmas Ilegal Hiukium Pidana Islam  

Pandangan hiukium Islam tierhadap kasius piertambangan tanpa izin 

adalah tiermasiuk kie dalam kajian h iukium Pidana Islam. Istilah hiukium 

pidana Islam mieriupakan bagian dari h iukiu Islam ataiu fiqih siecara iumium 

yang mieriupakan disiplin lim iu tientang Islam ataiu syariah. Hiukium 

pidana Islam adalah tierjiemah dari fiqih jinayah yang m ieriupakan salah 

sat iu dari ienam cabang ilmiu fiqih dalam hiukium Islam. 

 Adap iun Abd Al-Qadir Awdah m iemb ierikan d iefinisi jinayah adalah 

pierbiuatan yang diharamkan ol ieh syara, baik pierbiuatan itiu mienimpa 



23 

 

 

 

atas jiwa, harta ata iu yang lainya. 15  Siedangkan piengiertian jarimah 

adalah siepierti yang dikiemiukakan olieh Al Mawardi yaitiu, pierbiuatan-

pierbiuatan yang dilarang olieh syara’ yang diancam Allah ta’ala d iengan 

had ataiu ta’zir. Siehingga fiqih jinayah m iempiunyai p iengiertian siebagai 

ilmiu t ientang hiukium syara’ yang bierkaitan d iengan masalah pierbiuatan 

yang dilarang (jarimah) dan h iukiumannya diambil dari dalil-dalil yang 

t ierpierinci, siuat iu pierbiuatan yang dianggap s iebagai tindak pidana ol ieh 

hiukium Islam harius m iem ieniuhi siem iua iunsiur yang ditietapkan. Abd Al-

Qadir Awdah siebagaimana dik iutip olieh Ahmad Wardi miengiemiukakan 

bahwa siecara iumium iunsiur-iunsiur hiukium pidana Islam adalah: 

1) iUnsiur Formal, yaitiu adanya nash (kiet ientiuan) yang mielarang 

pierbiuatan dan miengancamnya diengan h iukiuman.  

2) iUnsiur Mat ieril, yaitiu adanya tingkah lakiu yang miembientiuk 

jarimah, baik yang bieriupa nyata (positif) maiupiun sikap b ierbiuat.  

3) iUnsiur Moral, yait iu iunsiur yang m ienjielaskan bahwa pielakiu  

piertanggiung jawaban atas tindak pidana yang dilak iukannya16 

Piertambangan iemas  iliegal dalam hiukium pidana Islam masiuk 

dalam tindak pidana Ta’zir. Kiejahatan-kiejahatan yang dikiukiuhkan olieh 

Alqiuran dan Hadis, t ietapi tidak dis iebiutkan sanksinya. Sanksinya 

 
15 Mairdaini, Hukum Islaim, ( Yiogyaikairtai: Pustaikai P ielaijair, 2001), hlm 26. 
16  Aihmaid Wairdi Muslih, Piengaintair dain Aisais Hukum Pidainai Islaim, (Jaikairtai: Sinair 

Graifikai, 2004), hlm 58 
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disierahkan kiepada piemierintah (iulil amri), s iepierti pienipiuan, saksi palsiu, 

pierj iudian, pienghinaan, dan lain s iebagainya. Kiejahatan-kiejahatan yang 

ditient iukan ol ieh piemierintah diemi iunt iuk kiemaslahatan rakyatnya, 

siepierti at iuran laliu lintas, pierlindiungan h iutan dan lain siebagainya.17 

Berdasarkan Ayat Al Qur’an di dalam surah Al’raf ayat 56 di 

jelaskan 

نَ  ِ قرَِيبٌْ مِٰ طَمَعًاۗ اِنَّ رَحَْْتَ الٰلّه نيَِْ وَلََ تفُْسِدُوْا فِِ الََْرْضِ بعَْدَ اِصْلََحَِِا وَادْعُوْهُ خَوْفاً وَّ الْمُحْس ِ  

 Artinya :Dan jannganlah kamu berbuat kerusakan di bumi ini 

setelah (diciptakan)dengan baik.Berdoalah kepadanya dengan rasa takut 

dan penuh harapan.Sesungguhnya rahmat allah sangat dekat kepada orang 

berbuat kebaikan. 

Mieniuriut pandangan Islam h iutan, air dan ieniergi adalah kiekayaan 

alam adalah bagian dari k iepiemilikan ium ium. Kiepiemilikan ium ium ini wajib 

dikielola olieh niegara. Hasilnya disierahkan iunt iuk kiesiejahtieraan rakyat siecara 

ium ium. Bierdasarkan k iepada hadits Ras iul iullah saw.:  Artinya: Rasiul iullah 

saw biersabda : Kaium Miuslim b iersierikat (miemiliki hak yang sama) dalam 

tiga hal: air, riumpiut dan api’’  

Piengielolaannya tidak bolieh disierahkan k iepada swasta, individiu 

t ietapi di kielola siepieniuhnya olieh niegara dan hasilnya harius dik iembalikan 

kiepada rakyat dalam bierbagai bient iuk. Imam at-Tirmidzi jiuga mieriwayatkan 

 
17 Nurul irfain dain Maisyr iofaih. Fiqh jinaiyaih,( Jaikairtai: Aimzaih, 2015), hlm. 178- 183. 
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hadis tiersiebiut dicieritakan bahwa Abyad p iernah mieminta k iepada Rasiul 

SAW. iunt iuk dapat m iengielola siebiuah tambang garam. Rasiul saw. laliu 

m ieliul iuskan p iermintaan itiu. Nam iun, bieliaiu siegiera diingatkan olieh sieorang 

sahabat, Wahai Rasiul iullah, tahiukah Anda, apa yang tielah Anda b ierikan 

kiepada dia, s iunggiuh anda tielah miembierikan siesiuat iu yang bagaikan air 

m iengalir (mâ iualiddiu). Rasiul SAW. kiem iudian b iersabda, “Ambil kiembali 

tambang tiersiebiut dari dia.”  

Mieniuriut at iuran Islam, tambang yang j iumlahnya sangat b iesar baik 

garam maiupiun sielain garam s iepierti batiubara, iemas, p ierak, biesi, t iembaga, 

timah, minyak biumi, gas, pasir dan lainnya adalah tambang yang t ierkat iegori 

milik ium ium siebagaimana tiercakiup dalam p iengiertian hadis diatas. Ibn iu 

Qiudamah b ierkata, “Barang-barang tambang yang ol ieh maniusia didambakan 

dan dimanfaatkan tanpa biaya s iepierti garam, air, bielierang, gas, minyak 

biumi, intan dan lain-lain, tidak bolieh dip iertahankan (hak kiepiemilikan 

individiualnya) sielain ol ieh siel iuriuh ka ium m iuslim siebab hal itiu akan 

m ieriugikan m ierieka.18 

 Bierdasarkan piembagian tindak pidana Ta’zir t iersiebiut, maka Iliegal 

Mining tiermasiuk dalam kat iegori tindak pidana Ta’zir yang kietiga, yaitiu 

kiejahatan-kiejahatan yang ditientiukan ol ieh piemierintah d iemi iunt iuk 

kiemaslahatan rakyatnya. Dan h iukiumanyan p iun m ienjadi kiewienangan 

 
18 Ristiyain.diaiksies paidai taingail 7 juni 2023, diaiksies dairhttp://www.k iompaisiainai.ciom/ 

Ristiyain/551840d7813311aid689die896/piengieliolaiain-piertaimbaingain-dailaim-syairiait-islaim 
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piem ierintah yang tiert iuang dalam KiUHP pasal dan pasal dan iUndang-iundang 

Nomor Tah iun c iukiup iefiektif iunt iuk m ienjierat para diengan sanksi Rp 

10.000.000.000,00 (siepiul iuh milyar riupiah) ataiu dipienjarakan s ielama 10 

tahiun pienjara.  

Sanksi Ta’zir yang bierat adalah hiukiuman mati, siedangkan yang 

t ieringan adalah bieriupa pieringatan. Bierat ringannya sanksi Ta’zir ditientiukan 

kiemaslahatan. Hal ini har ius dip iertimbangkan p ierbiuatanya, baik kiualitas 

maiupa iun k iuantitasnya, p ielakiunya orang ataiu masyarkat yang jadi 

korbannya, tiempat k iejadiannya dan wakt iunya, m iengapa dan bagaimana si 

pielakiu m ielakiukan kiejahatan.19 

Hiukium Islam siudah m ienyatakan bahwa h iukium m ienciemarkan 

lingkiungan, baik iudara, air maiupiun tanah sierta k iesieimbangan iekosist iem 

jika miembahayakan apabila m ienimbiulkan dharar (k iemiudharatan ataiu 

kiesiulitan) adalah haram dan t iermasiuk pierbiuatan kriminal (jinayat) dan 

kalaiu t ierdapat kieriusakan maka wajib diganti ol ieh pienciemar. Kiepiutiusan 

Miuktamar Nahdlatiul iUlama k ie-29 Nomor:02/MNiU-29/1994 t ientang 

pienciemaran lingk iungan, mienyiebiutkan bahwa tindakan pienc iemaran 

lingkiungan hidiup dapat di katiegorikan siebagai mafasid (kieriusakan) dalam 

prinsip Islam harius di hindari dan harius ditanggiulangi. Maniusia siebagai 

makhliuk hid iup siecara iekologik mieriupakan bagian intiegral dari lingkiungan 

 
19 Ibid hlm 185 
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dan m iempiunyai p ieranan pienting dalam kiesiel iuriuhan kompon ien lingkiungan 

hidiup. 

Fiqih jinayah mieng ielompokkan jarimah m ienjadi tiga jienis yaitiu 

jarimah h iudiud, jarimah qishash diyat, dan jarimah ta’zīr. Jarimah h iudiud 

adalah jarimah yang diancam d iengan hiuk iuman had, yakni siuat iu jarimah 

yang tiedapat dalam nash ata iu hiukiuman yang tielah ditientiukan macam dan 

j iumlah hiukiumannya. Hiukiuman had mieriupakan hak Allah maka hiukiuman 

t iersiebiut tiersiebiut tidak bisa dig iugiurkan olieh p iersieorangan baik orang yang 

m ienjadi korban ma iupiun k ieliuarganya kar iena dikat iegorikan siebagai hak 

t iuhan yang mienyangkiut masalah masyarakat ium ium. 

 Jarimah qishash-diyat adalah hiukiuman yang siudah ditient iukan olieh 

syara‟, yakni pielakiu akan m ienierima balasan s iesiuai d iengan p ierbiuatan yang 

dia lakiukan. Pierbiedaannya d iengan hiukiuman had adalah bahwa h iukiuman 

had m ieriupakan hak Allah (hak masyatakat), s iedangkan qishash-diyat 

m ieriupakan hak maniusia (hak individiu) maka h iukiumannya bisa dimaafkan 

ataiu digiugiurkan olieh korban ataiu kieliuarganya.  

Siedangkan jarimah ta’zīr adalah hiukiuman yang macam dan 

sanksinya ditient iukan piengiuasa. Siedangkan dalam kontieks fiqih jinayat, 

ta’zīr adalah bient iuk hiuk iuman yang tidak dis iebiutkan kiet ientiuan kadar 

hiukiumannya olieh syara‟ dan mienjadi k iekiuasaan waliyy iul amri ataiu hakim.  
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Dari kietiga jarimah tiersiebiut dapat disimpiulkan bahwa tindak pidana 

siebagai hiudiud biersifat tietap dan pasti (hak Allah), s iedangkan h iukiuman 

qishash bisa digantikan diengan diyat bahkan bisa dihapiuskan (hak man iusia) 

apabila ada piemaafan dari korban ata iu pihak kiel iuarga korban. Jarimah 

Ta’zīr m ieriupakan hak Allah namiun tidak adanya nash yang siecara jielas 

m iengatiur siuat iu pierbiuatan namiun dit ientiukan ol ieh piem iegang kiekiuasaan 

(piemimpin di s iuatiu wilayah/ waliyiul amri).20 

    2.   Sanksi Bagi Pieriusak Alam (Lingkiungan) 

Sietiap p ierbiuatan pasti ada akibat yang ditimb iulkannya, 

pienambangan emas maiupiun pierilakiu yang dapat mienimbiulkan kieriusakan 

alam ataiu lingkiungan. Diengan diemikian tindakan pieriusakan lingkiungan 

hidiup dan para pielakiu pieriusakan lingkiungan hidiup har ius dikatiegorikan 

siebagai pielanggaran syari'at Allah: 43 

وْا 
ُ
ذِيْ عَمِل

َّ
يْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ ال

َ
سَبَتْ ا

َ
بَحْرِ بِمَا ك

ْ
بَر ِ وَال

ْ
فَسَادُ فِى ال

ْ
ظَهَرَ ال

هُمْ 
َّ
عَل
َ
 يَرْجِعُوْنَ ل

 
Artinya“Tielah nampak kieriusakan di darat dan di laiut disiebabkan kariena 

p ierbiuatan tangan maniusia, siupaya Allah mierasakan kiepada 

mierieka siebahagian dari (akibat) p ierbiuatan mierieka, agar mierieka 

k iembali (kie jalan yang bienar)”.(QS. Ar-Rium: 41).  

Orang mielakiukan k iegiatan ieksplorasi alam yang m ielampa iui batas 

 
20 Taisbi Husin,“pienyielaihgunaiain piengieliolaiain p iertaimbaingain t ierhaidaip kierusaikain 

lingkungain hidup di kiecaimaitain kluiet t iengaih (studi ainailisis fiqih lingjungain)” (Skripsi- -UIN Air-

Rainiry dairussailaim, Baindair Aicieh, 2017), diaiksies paidai 07 juni 2023 dairi https://riepiosit ioty.air-

rainiry.aic.id/973/ 
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dapat miengakibatkan kieriusakan ataiupiun dampak niegatif bagi lingkiungan 

siekitarnya, siehingga orang tiersiebiut dapat dikatiegorikan siebagai pielakiu 

kiejahatan. Dan s ietiap pielakiu kiejahatan harius m iendapat ganjaran yang 

sietimpal. Ayat ini m iembierikan piet iunj iuk bahwa kita miestilah mienolak 

kieriusakan, yang siebaliknya kita m iesti m iemielihara k iemaslahatan iumium. 

Diemikian j iuga syariat tidaklah diciptakan m ielainkan iunt iuk m ienjaga 

kiemaslahatan kiehidiupan maniusia masa kini dan masa yang akan datang, 

dan m ienolak kiemafsadatan dari mierieka. Sieandainya piertambangan itiu 

dilakiukan d iengan b iesar-biesaran, mieriusak d iengan siema iunya, maka s iuat iu 

pielanggaran bieriupa pierampasan hak orang lain dan g ienierasi yang akan 

datang.21 

Pada ayat ini disiebiutkan: 

ى   زٰٓ ا يُجْ
َ
ئَةِ فَل ِ

ي  مْثَالِهَاۚ وَمَنْ جَاءَۤ بِالسَّ
َ
هٗ عَشْرُ ا

َ
حَسَنَةِ فَل

ْ
هَا وَهُمْ مَنْ جَاءَۤ بِال

َ
ا مِثْل

َّ
اِل

مُوْنَ 
َ
ا يُظْل

َ
 ل

 

“Barang siapa m iembawa amal yang baik, maka baginya (pahala) siepiul iuh 

kali lipat amalnya; dan barang siapa yang m iembawa pierbiuatan jahat maka 

dia tidak dibieri p iembalasan mielainkan sieimbang d iengan k iejahatannya, 

siedang mierieka siedikitpiun tidak dianiaya (dir iugikan)” (QS.Al-An’am: 

160)22 

 

Apabila Kieriusakan yang dilakiukan tidak sampai m iengakibatkan 

 
21 Haisbi Umair, Nailair Fiqih Kiont ierpiorier, ( Jaikairtai: Gaiung P iersaidai Priess, 2007), hlm 21 
22 Qs Ail-Ain’aim, 6:160 
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ataiu m ienimbiulkan bahaya b iesar, maka h iukiuman yang dapat ditierima ciukiup 

diengan Ta’zir, artinya pihak yang bierwienang ataiu piemierintah dapat 

m iembierikan sanksi siesiuai d iengan kadar k iejahatanya, namiun apabila 

pierbiuatanya miengakibatkan dampak n iegatif yang b iesar, siehingga 

m ienimbiulkan acaman ma iupiun dampak nyata bagi kiesielamatan jiwa 

maiupiun kiehidiupan masyarakat maka tak ada tawaran lain, bagi p ielakiu harius 

dibieri hiuk iuman yang bierat.  
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BAB III 

M iETODOLOGI PiENiELITIAN 

A. LOKASI DAN WAKT iU P iENiELITIAN 

Pienilitian ini dilakiuakan di Kiecamatan H iuta Bargot. Siehiubiungan 

diengan st iudi kasius yang diangktat olieh pienieliti yaitiu sanksi tindak pidana 

pieriusakan lingkiungan priesp iektif hiukium Islam (st iudi kasius tambang iemas 

iliegal di Kiecamatan Hiuta Bargot Kabiupat ien Mandailing Natal). Siehingga 

pienilitian dilakiukan di Kiecamatan Hiuta Bargot agar miendapat informasi 

akiurat, jielas dan aman, dan iuntiuk wakt iu  pienilitian dilakiukan b iulan jiuli 

2023 sampai Noviembier 2023. 

B. Jienis P ienielitian 

Bierdasarkan masalah yang akan dibahas dalam p ienielitaian ini 

t iergolong pada jienis Fi ield Riesiearch yaitiu pienielitian lapangan yang b iersifat 

dieskriptif yang b iertiuj iuan mienggambarkan sifat-sifat individiual, k ieadaan 

giejala ataiu kielompok tiertient iu. Pienielitian d ieskriptif artinya miencatat siecara 

t ieliti giejala-giejala ataiu fienom iena yang dilihat dan didiengar sierta dibacanya 

(wawancara, catatan lapangan, dok ium ientasi riesmi ataiu biukan dan 

siebagainya). Pienielitian lapangan j iuga m ieriupakan mietodie iunt iuk 

m ieniemiukan siecara spiesifik dan riealis t ientang apa yang tierjadi pada siuatiu 

saat ditiengah- tiengah masyarakat. 
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Pienielitian kiualitatif s iecara ium ium dapat dig iunakan iunt iuk pienielitian 

t ientang kiehidiupan masyarakat, s iejarah, tingkat sosial, dan lain-lain.23 

C. Siubjiek P ienielitian 

Siubj iek pienielitian ini adalah  kiepala diesa, masyarakat Kiecamatan Hiuta 

Bargot di Kiecamatan Hiuta Bargot Kabiupat ien Mandailing Natal. 

D. Siumbier Data 

Adapiun siumbier data dalam p ienielitian ini adalah siebagai bierikiut: 

a. Data Primier 

Data primier adalah data yang di pierol ieh dari siumbier yang 

piertama 24 yaitiu kiepala diesa, biebierapa Masyarakat,  dan b iebierapa 

pienambang dan Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

b. Data  Siekiundier  

Data sk iundier yaitiu data yang diambil s iebagai pieniunjang tanpa 

harius tierj iun kielapangan, antara lain m iencakiup dokium ien-dokiumien, 

biukiu-biukiu, hasil-hasil pienielitian yang b ierwiuj iud laporan, data 

tambahan s iepierti biukiu hiukium dan jiurnal Hiukium.25 

 

 

 
23 Pupu Saiieful Raihmait, Pienielitia in Kuailitaitif, Jurnail iEquilibrium, Violum ie 5, Nio.9, Jainuairi-

Juni 2009, hlm.2. 
24 Aimiruddin dain Zaiinail Aisikin, Piengaintair Mietiodioliogi Pienienlitiain Hukum, (Jaikairtai: PT. 

Raijai Graifind io Piersaidai, 2010), hlm. 30. 
25 Aindi Praist iowio, Miemaihaimi Mietiodie-mietiodie P ienielitiain, (Jaikairtai: Air-Ruz Miediai,2014), 

hlm.31.  
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E. Tiekhnik Pienngiumpiulan Data 

Pieniulis m ienggiunakan b iebierapa p iengiumpiulan data  yaitiu:  

1. Wawancara (int ierviiew) 

  Wawancara adalah tanya jawab antara p iewawancara d iengan 

narasiumbier siebagai informan. 26 Wawancara biermakna bierhadapan 

langsiung antara intiervi iewier. hal ini akan dilakiukan olieh pieniliti diengan 

kiepala diesa, biebierapa masyarakat m ieng ienai tindak pidana pieriusakan 

lingkiungan yang t ierjadi di Kiecamtan Hiuta Baragot. 

2. Dokium ientasi 

 

  Yaitiu m iengiumpiulkan data dari biukiu-biukiu hiuk ium, lit ierat iurie 

lainnya dan jiuga jiurnal m iengienai pieriusakan lingkiungan. Dokium ientasi 

j iuga mieriupakan mietod ie piengiumpiulan data diengan mienggiunakan 

bahan tiertiulis. Mietod ie ini adalah piengiumpiulan data diengan cara 

m ieng iutip, miencatat pada dokium ien-dok ium ien, tiulisan-tiulisan yang 

dapat miembierikan biukti tierkait siuat iu masalah. Piengielolaan data s iecara 

siedierhana diartikan siebagai prosies m iengaartikan data-data lapangan 

siesiuai t iujiuan, rancangan, dan sifat pienielitian. 

F. Tiekhnik Piengieciekan Kieabsahan Data 

Adapiun tiehnik piengiec iekan kieabsahan data yang dig iunakan dalam       

pienielitian ini adalah: 

 
26 P. Jiokio Subaigyio, Mietiodiol iogi Pienielitiain daila im Tieiori dain Praikt iek, (Jaikairtai: PT. 

Rhinn iekai Ciptai, 2004), hlm.39 
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1. Pierpanjangan  kieikiut siertaan. 

Pienieliti biert iujiuan iuntiuk m ieningkatkan k iepiercayaan data yang 

dikiump iulkan. Dalam hal ini pienieliti tierjiun kiembali kie lokasi iunt iuk 

m ielakiukan p iengamatan, diengan siumb ier yang p iernah dit iempiuh ataiu 

biel ium, hal ini akan m ienambah fokius pienielitian ini yang m iungkin 

adanya dirahasiakan s iehingga akan m iunciul data yang siebienarnya. 

2. Triangiulasi 

Dapat diartikan siebagai piengieciekan data dari bierbagai siumbier 

diengan bierbagai cara dan bierbagai wakt iu, diengan diemikian dapat 

disimpiulkan siebagai tiehnik piengiumpiulan data dan waktiu agar liebih 

m iemfokiuskan data yang dip ierliukan. 

G. Tiekhnik Analisis Data 

T ieknik analisis data biert iuj iuan iunt iuk m iengiuraikan dan 

m iemiecahkan masalah bierdasarkan data yang dipierol ieh, analisis yang 

digiunakan yaitiu analisis data kiualitatif. Analisis data kiualitatif adalah 

iupaya yang dilakiukan d iengan jalan b iekierja dienngan data 

m iengorganiasikan data miemilih-milihnya m ienjadi satiuan yang dapat 

dikielolamiensint iesiskannya, m iencari dan m ieniemiukan pola, mieniem iukan 

apa yan pienting,  apa yang dip ielajari, dan m iemiut iuskan apa yang dapat 

dicieritakan kiembali diengan data-data yang b ierasal dari intieratiur bacaan.
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BAB  IV 

HASIL P iENiELITIAN 

A. Tiemiuan iUmium Hasil P ienielitian 

1. Siejarah P iertambangan di K iecamatan H iuta Bargot 

 Kiecamatan H iutabargot mieriupakan kawasan yang m iemiliki siumbier 

daya alam yang sangat biesar tieriutama di siektor piertambangan. H iutabargot 

siendiri 14 Diesa dan 8 diesa diantaranya yang m iemilki titik s iektor 

piertambangan iemas dan 8 d iesa tiersiebiut t ierdapat kiegiatan p iertambangan 

iemas tanpa izin. 8 Diesa yang mielakiukan k iegiatan Piertambangan tiersiebiut 

yaitiu: 

a. Binanga 

b. Sabaop iur 

c. Hiutabargot Dolok 

d. Hiutabargot Naiuli 

e. Saba Injang  

f. Saba Padang 

g. Sayiur Maincat  

h. Simalagi  

Diesa yang t ierdapat di H iutabargot tietapi tidak miemiliki s iumbier 

piertambangan ataiupiun tidak mielakiukan kiegiatan piertambangan tanpa izin ada 

5  yaitiu: 

a. Pasar Hutabargot 

b. Hutabargot Lombang 

c. Hutarimbaru 
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d. Mondan 

e. Huta Naingkan 

Kiegiatan p iertambangan iemas tanpa izin (P iETI) miulai dilakiukan 

masyarakat H iutabargot pada 25 Mariet  2009 t ietapi it iu hanya dilakiukan olieh 

biebierapa orang saja kariena hanya siebagian orang yang miengietahiui 

bagaiamana cara m ielakiukan piertambangan tradisonal. Kiegiatan PiETI ini 

piertama kali biukan dilakiukan ol ieh masyarakat siekitar akan tietapi dilakiukan 

masyarakat yang bierada diliuar Kiecamatan kariena m iengienai ilm iu 

piertambangan masyarakat bielium m iengietahiui dimana titik-titik yang 

m iemilki kandiungan iemas. Piengielola PiETI dalam mielakiukan kiegiatan 

piertambangan m ienggiunakan alat-alat tradisonal dimana alat t iersiebiut hanya 

bieriupa pahat dan paliu, dari k iegiatan tiersiebiut mierieka miendapatkan hasil 

yang biesar dibandingkan piendiulangan di siungai. 

Lokasi yang akan dijadikan titik p iertambangan biasanya mierieka 

m ienyiebiutnya diengan liubang, lokasi ataiu titik itiu akan dicari olieh orang 

yang miemang miemilki piengietahiuan tientang ilmiu piertambangan dimana 

lokasi yang miemiliki kandiungan iemas akan ditiumbiuhi olieh biebierapa 

tanaman-tanaman yang hidiup diatas pierm iukaan tanah yaitiu pakis h iutan, 

pisang h iutan dan sielain itiu posisi t ierbitnya matahari ataiupiun str iukt iur tanah 

yang miengahadap kie aras matahari kariena prosies minieralisasi akan sangat 

dibantiu ol ieh panas matahari dan panas b iumi itiu siendiri. Kiesiem iua itiu 

dijadikan patokan siebagai piet iunj iuk dimana lokasi yang didiuga lokasi yang 
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m iemiliki kand iungan iemas kariena tidak siemiua lokasi miemiliki kandiungan 

iemas dan biasanya lokasi yang siudah miemiliki kandiungan iemas akan liebih 

dikietahiui kalaiu lobang tiersiebiut siudah digali diatas k iedalaman 10 miet ier 

kariena diatas kiedalaman tiersiebiut akan siudah tierlihat jaliur-jaliur iemas.  

Bient iuk l iubang itiu siendiri b iermacam-macam miulai dari tiuriun kie 

bawah, k iesamping, sampai bierbielok tiergantiung kiepada jaliur iemas yang 

t ierdapat di biebatiuan yang ada didalam l iubang tietapi tiuj iuan dari liubang it iu 

adalah tietap miengaciu kiepada titik iemas yang m ierieka siebiut siebagai batang 

iemas kariena siebiel ium mieniemiukan batangan iemas t iersiebiut p iekierja akan 

t ierliebih dahiul iu m iedapatkan sierpihan-sierpihan ataiu biutiran iemas yang 

t ierdapat didalam batiu kiem iudian jika siudah miulai m iendiekati batang iemas 

para piekierja akan mieniemiukan iemas yang s iudah m iulai bierbientiuk 

l iempiengan didalam batiu-batiu t iersiebiut. L iubang yang dib iuat olieh para 

piekierja itiu hanya bieriukiuran b iekisar 1x1 m ietier dimana piengamanan di 

sietiap dinding-dinding liubang mierieka m ienggiunakan kayiu yang tielah 

disiusiun siediemikian r iupa agar dinding-dinding liubang tidak longsong 

ataiupiun ambriuk kariena tiekanan tanah dan piembiuatan lobang yang 

m iembiuat iunsiur tanah m ienjadi tidak stabil. K ierjasama diantara para p iekierja 

adalah hal yang diwajibkan kar iena kiebierhasilan ataiupiun faktor kieamanan 

m ierieka sangat tiergantiung kiepada siel iuriuh p iekierja. 
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B. Tiemiuan Khius ius Hasil P ienielitian 

1. P ienierapan Sanksi Tindak Pidana P ieriusakan lingk iungan Dalam 

iUndang – iUndang Nomor 32 Tah iun 2009 

Lingkiungan hid iup ini biukan lagi mienjadi p iermaslahan bangsa 

Indoniesia saja, namiun t ielah tierjadi isiu global niegara didiunia yang har ius 

ditanggiulangi Biersama siel iuriuh iummat Indon iesia dimiuka biumi. Kiesadaran 

lingkiungan yang b iersifat global ini tielah ditiuangkan dalam bierbagai 

konfieriensi Intiernasional, Riegional, dan Nasional. Pada tingkat nasional 

kiesadaran lingkiungan hidiup t ielah diwiuj iudkan dalam bierbagai pieratiuran 

pieriUndang-iUndangan dan k iebijakan bidang lingkiungan hid iup siepierti 

iUndang- iUndang Nomor 04 tahiun 1982 tientang kietientiuan Pokok-Pokok 

Lingkiungan Hid iup yang k iemiudian dipierbahariui d iengan iUndang-iUndang 

Nomor 23 tah iun 1997 t ientang piengielolaan lingkiungan hidiup yang saat ini 

siudah dir ievisi d iengan disahkannya iUndang-iUndang Nomor 32  Tah iun 

2009 t ientang pierlindiungan dan piengielolaan lingkiungan hid iup.  

Pieniulis akan mieninjaiu dalam Hiukium Islam b ierdasarkan tieori 

iUndang- iUndang lingkiungan miengienai tindak pidana pienciemaran 

lingkiungan hid iup yang tierjadi di Kiecamatan H iutabargot, yang dimaksiud 

disini d iengan mieniuriut iUndang-iundang yang t ielah miengatiur pienarapan 

sanksi tindak pidana pienambangan iliegal. Maka dari itiu, tindak pidana 

iliegal mining diefinisi p ienambangan dalam iUndang-iundang r iepiublik 
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Indoniesia Nomor 4 Tahiun 2009 tientang p ienambangan minieral dan 

Batiubara dalam p iermasaalahan yang bierkaitan d iengan pienambangan 

m iunc iul salah satiunya adalah p ienambangan liar ataiu tambang rakyat.  

Pienjatiuhan sanksi pidana t ierhadap pienc iemaran dan pieriusakan 

lingkiungan hid iup dari sisi h iubiungan n iegara dan masyarakat adalah 

dangat dipierl iukan kar iena tiuj iuannya adalah iuntiuk m ienyielamatkan 

masyarakat dan lingkiungan hidiup dari p ierbiuatan yang dilarang dan 

pierbiuatan yang dihariuskan pielakiu mienambangan. 27  Siecara khiusius 

pienghiukiuman dimaksiud biert iuj iuan iunt iukm t ierjadinya kiejahatan ataiu 

pierbiuatan yang tidak dikiehiendaki dan pierbiuatan yang salah miengienai 

piendieritaan ataiu piembalasan yang layak kiepada pielanggar.  

Ilmiu hiukium pidana dikienal biebierapa jienis tindak pidana di 

antaranya adalah:28 

1. Dielik matieril yang dianggap tielah sieliesai dniegan ditimbiulannya 

akibat yang dilarang diancam diengan hiukiuman olieh iundang-

iundang. 

2. Dielik Formil adalah d ielik yang dianggap t ielah siel iesai diengan 

dilakiukannya Tindakan yang dilarang dan diancam h iukiuman 

diengan iundang- iundang  

3. Dielik Commisionis adalah dielik b ieriupa pielanggaran tierhadap 

 
27 Husaiin, Sukaindai , iOp,Cit, Hail 121 
28 Airifi, Syaimsul, iOp,Cit, Hail 192 
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larangan di dalam iundnag-iundang  

4. Dielik Omissionis adalah d ielik bieriupa p ielanggaran tierhadap 

kiehariusan m ieniuriut iundang-iundang 

5. Dol ius dan Ciulpa .  

Dol ius adalah tindak pidana yang diengan siengaja siedangnkan 

Ciulpa tindak pidana yang dilakiukan d iengan k ielalaian ataiu 

kiealfaan. 

6. Dieli ik Adiuan adalah tindak pidana yang hanya dapat dit iunt iut 

apabila ada p iengadiuan dari orang yang dirag iukan.  

Kiet ientiuan sanksi tindak pidana dalam iUndang-iundang 

Nomor 32 Tahiun 2009 diatiur dalam Pasal 97 sampai 120. Dielik 

lingkiungan dalam iUndang-iundnag dalam rium iusan dielik matieril dan 

j iuga d ielik formil.  

Kiegiatan eksplorasi piertambangan har ius bierdasarkan 

diengan izin diengan izin yang tielah dikiel iuarkan olieh instansi yang 

t ierkait mieniuriut Pasal 160 ayat 1 iUndang-iUndang Nomor 4 tah iun 

2009 yang b ierbiunyi; 

“Sietiap orang yang m ielakiukan ieksplorasi tanpa m iemiliki 

IiUP ata iu IiUPK siebagaimana dimaks iud dalam pasal 37 ataiu pasal 

74 ayat 1 dipidana d iengan pidana k iuriungan paling lama 1 tah iun 

ata iu dienda paling banyak Rp200.000.000.00 (d iua rat ius j iuta 

riupiah)”  
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Miengienai masalah lingkiungan hid iup t ielah diatiur sanksi 

pidana pieriusak lingk iungan. Pada pasal 1 ayat 17 iUndang-iUndang 

Nomor 32 tahiun 2009 t ientang pieng ielolaan lingkiungan hidiup yang 

bierarti sifat kimia, hayati dalam lingk iungan hidiup. Maa tierdapat 

pada pasal 98 ayat 1 tientang  pieriusakan lingk iungan hidiup maka 

t ierdakwa dip ienjara paling singkat 3 tahiun dan paling lama 10 tahiun 

dan d ienda paling siedikit Rp. 3.000.000.000 dan d ienda paling 

banyak 10.000.000.000. Dan d iengan  adanya aktifitas pienambangan 

liar tiersiebiut maka ditientiukan dalam pasal 158 iUndang-iUndang 

Nomor 4 tahiun 2009 yang isisnya sietiap orang yang mielakiukan 

iusaha p ienambangan tanpa IiUP, IPR ata iu IiUPK dipidana d iengan 

pidana paling lama 10 tah iun dan d ienda paling banyak 

Rp.10.000.000.000   (siepiul iuh miliyah riupiah). 

 “S iepierti halnya dalam kas ius p iertambangan yang tierjadi di 

k iecamatan Hiutabargot kab iupat ien mandailing natal tielah 

ditangkapnya pielakiu piertambangan rakyat siecara illiegal yang tielah 

dijatiuhkan sanksi kiepada saiudara Ahmad Darwis yait iu hiukiuman 

pienjara 2 tahiun.  Maka pada hal yang t ielah t ierjadi h iukiuman yang 

dijatiuhkan k iepada sa iudara tidak sangat s iesiuai d iengan pandangan 

masyarakat kariena miengakibatkan kieriugian dan riusaknya 

lingkiungan dida ierah tambang siehingga t ierjadinya longsor j iuga 

mienghilangkan nyawa orang lain .”29 

 
29 Haisil Waiwaincairai Kiepailai Diesai Hutaibairgiot Naiuli d iengain Baipaik Baiktiair paidai Tainggail 

11 Nioviembier 2023. 
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Dilihat dari sanksi yang t ielah dibierikan olieh t ierdakwa tidak 

m iemiuaskan masyarakat akibat tidak siesiuai diengan pierbiuatan yang 

t ielah dilak iukannya dalam pieriusakan lingk iungan. Jika dilihat dari 

pandangan Masyarakat m iengapa tierdakwa p ieriusakan lingkiungan 

t iersiebiut tidak dihiukium siesiuai d iengan pierbiuatan nya yang t ielah 

m ielakiukan k ieriugian tiersiebiut siehingga t ierdakwa m iendapatkan 

hiukiuman tambahan. Maka mienieliusiuri hiukiuman yang tielah bierlakiu 

tidak miembiuat Masyarakat lainnya j iera dalam m ielakiukan 

pienambangan liar s iehingga masih ada saja korban dalam 

kiesielamatan kierja di tambang tiersiebiut.  

Kiejahatan b ieriupa p ienciemaran dan p ieriusakan lingk iungan 

t iersiebiut tielah miembawa dampak yang sangat b iesar bagi kiehidiupan 

maniusia, siepierti tierjadinya piemanasan global, kiebakran hiutan dan 

tanah longsor yang mienimbiulkan korban baik maniusia maiuoiun 

iekonomi Masyarakat dan jiuga lkiualitas daya lingkiungan yang tielah 

m iengakibatkan bierbagai piendiemi pienyakit.  

Pieniegakan sanksi pidana mieriupakan iultimatium r iemidiium 

ataiu iupaya h iukium t ierakhir kariena t iuj iuannya adalah iunt iuk 

m ienghiukium pielakiu diengan hiukiuman p ienjara ataiu dienda jadi 

pieniegakan sanksi pidana tidak b ierfiungsi iunt iuk miempierbaiki 

lingkiungan yang t ierwc iemar akan tietapi pieniegakan sanksi ini dapat 
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m ienimbiuklan faktor pienjara yang sangat iefiektif olieh kariena itiu 

dalam praktiknya pieniegakan sanksi pidana s ielaliu ditierapkan siecara 

siel iektif.  

 Dari hasil wawancara kiepada Kiepala Diesa Hiutabargot naiuli 

m iengatakan bahwa kiejadian tiersiebiut m ienimbiulkan faktot-faktor 

niegatif pada lingkiungan siet iempat. Hal ini akan miendampak k iepada 

para p iekierja dan Masyarakat, b ierikiut adalah faktor k iecielakaan k ierja 

yang tierjadi mieniuriut lontaran Bapak K iepala diesa Hiutabargot.30 

1. Longsor ataiu riunt iuhnya dinding liubang, dinding liubang 

walaiupiun siudah dipasangi olieh kayiu-kayiu pienahan longsor t ietap 

saja kayiu t iersiebiut masih b ielium c iukiup iunt iuk m ienahan tiekanan 

tanah dan dapat jiuga disiebabkan ol ieh hiujan dan giempa biumi yang 

dapat mienambah biesarnya tiekanan tierhadap volium ie tanah.  

2. Kiurangnya oksig ien, kar iena dalamnya ataiu panjangnya siuat iu 

l iubang yang digali kiedalam tanah mienyiebabkan kandiungan 

oksigien ataiupiun sirk iulasi iudara didalam liubang m ienjadi 

bierkiurang. Piemasangan miesin blowier iunt iuk miemompa iudara 

kiedalam liubang t ierkadang miemiliki masalah m iulai dari matinya 

m iesin, tidak tiersaliurkannya iudara, sampai gas p iembiuangan miesin 

t iersiebiut malah mas iuk kiedalam liubang tiersiebiut siemiua faktor itiu 

 
30 Waiwaincairai diengain baipaik baikhtiair Sielaiku kiepailai diesai Hutai Bairgiot Naiuli, paidai tainggail 

11 Nioviembier 2023  
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dapat m ienyiebabkan kiecielakaan kierja bagi p iekierja yang siedang 

m ienggali didalam liubang. 

3. Zat asam, kandiungan yang tierdapat didalam tanah m iemiliki 

banyak iunsiur yang dapat m iembahayakan maniusia kar iena siudah 

jaiuhnya Zat asam, kandiungan yang t ierdapat didalam tanah 

m iemiliki banyak iunsiur yang dapat m iembahayakan maniusia 

kariena siudah jaiuhnya p iekierja tambang m ienggali tanah maka 

siecara langsiung m ierieka akan tiuriut m ienggali iunsiur-iunsiur asam 

yang tierdapat didalam tanah. iUnsiur asam t iersiebiut jika di hiriup 

ol ieh maniusia akan dapat m iembahayakan k iesiehatannya tierl iebih 

lagi jika tierlaliu lama mienghiriup zat t iersiebiut maka akan 

m iembahayakan jiwa dari piekierja tiersiebiut 

4. Faktor bibit pienyakit dari iefiek bahan kimia yang t ierkandiung di 

dalam l iubang maiupiun bahan kimia yang dig iunakan p iekierja 

tambang dalam miengielola iemas yang t ierkandiung di dalam 

biebatiuan t iersiebiut dimana dalam piengielolaanya biasanya piekierja 

tidak mienggiunakan standart kieamanan baik m ienggiunakan ataiu 

piun m iem iegang bahan kimia tiersiebiut walaiupiun dampak dari 

bahan kimia ini tidak langs iung b ierieaksi tietapi lambat la iun akan 

timbiul m iulai 31dari gatal-gatal sampai diengan kiematian. 

 
31 Haisil Waiwaincairai Diengain Baipaik Baiktiair S ielaiku  Kiepailai Diesai Hutaibairgiot Naiuli , Paidai 

Tainggail 11 Nioviembier 2023. 
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Diengan biegitiu banyak nya kiel iuhan dari Masyarakat akibat 

adanya pienc iemaran Siungai di k iecamatan h iutabargot siehingga 

m iembawa bibit p ienyakit bagi masyarakat s ietiempat akan tietapi 

masih banyak Masyarakat yang m ienggiunakan air S iungai iunt iuk 

kiebiut iuhan siesiehari siepierti mienciuci piring, pakaian dan j iuga mandi. 

Dari wawancara kiepada Masyarakat siudah biebierapa kali dinas 

Kiesiehatan datang miem ieriksa k ieadaan lingkiungan dalam 

pienciemaran lingkiungan akan tietapi sampai saat ini b ielium ada hasil 

yang dikiel iuarkan dari dinas Kiesiehatan kiepada Masyarakat 

kiecamatan hiutabargot.   

Dari piert iemiuan pienielitli pada Masyarakat k iecamatan 

hiutabargot miembierikan pienj ieliesan t ientang dampak-dampak yang 

t ierjadi dilingkiungan masyarakat dalam p ienambangan liar 

kiecamatan hiutabargot miemiebierikan pienjielasan m iengienai kiejadian 

t iersiebiut dimana bieliaiu m ienyampaikan; 

“Bahwa bienar t ierjadi k ierja tambang liar yang dilak iukan 

biebierapa k ielompok masyrakat dalam dan l iuar dit iempat kiejadian 

yang tierjadi kieriusakan lingk iungan tiersiebiut yang siehingga 

miengakibatkan kiematian. Tietapi tidak s iemiua p iekierja yang 

mieninggal akibat longsor tanah dalam k iejadian ini b ierdampak 

niegatif  kiepada masyrakat  yait iu timb iulnya pienc iemaran limbah dan 

bahan b ierbahaya dan b ierac iun dari p iengiunaan mierk iuri yang di 

giunakan para p ienggieliundiung iemas iuniutk miemiurnikan iemasnya 
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diengan bahan logam siehingga miengakibatkan pienc iemaran 

lingkiungan karna air piembiuangannya di alirkan kiesiungai tiempat 

masyrakat iunt iuk kiehidiupan siehari-hari. Namiun t ierdapat j iuga 

dampak positip yait iu iekonomi Masyarakat m iembaik siehingga 

masyarakat miendapatkan k iebiutiuhan siehari hari dari hasil tambang 

t iersiebiut.  ”32 

Sist iem piemidanaan dalam lingkiungan pada dasarnya 

biert iujiuan iunt iuk miempiertahankan iekstiensi lingkiungan kiepada 

fiungsi b ierkielanjiutannya. Pada iesiensinya h iukium pidana mieriupakan 

sarana riesiepriesif, yakni sierangkaian piengatiuran yang ditiunj iukkan 

iunt iuk miengiendalikan pieristiwa- pieristiwa n iegatif siupaya pada 

bierikiutya kiembali k iepada kieadaan siem iula.33 Pola Hiukium pidana 

lingkiungan k iem iudian bierkiembang sietielah diterapkan iUndang-

iundang Nomor 4 1982 T ientang piengielolaan Lingkiunga hid iup, yang 

m iengokomodasikan bierbagai lingkiungan Hidiup. Akan  tietapi, 

siebagaimana siudah dijielaskan di atas, iUiU RI No. 23 Tahiun 1997 

diganti diengan  iUndang- iundang No. 32 tah iun 2009 T ientang 

pierlindiungan dan p iengielolaan lingkiungan Hiidiup. 

Hal d iemikian didasari piula ol ieh iUiU RI No. Tah iun 2009 

diengan pierliu m ienierapkan asasa siubsidaritas  siebagaimana dalam 

Pienjalasan iUm ium iUndang- iundang ini miengatakan bahwa ” Siebaga 

 
32 Haisil Waiwaincairai D iengain Baipaik Hiendri Sielaiku Maisyairaikait D iesai Hutaibairg iot , Paidai Tainggail 13 

N ioviembier 2023. 
33 N.H.T,I Hukum lingkungain,,( Jaikairtai; paincurain Ailaim,2009), C iet. Kie-2, h. 354 
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pieniunjang  bierlakiunya kietientiuan Hiukium pidana tietap 

m iempierhatikan  atas s iubsadaritas, yaitiu bahwa h iukium pidana 

hiendaknya administrasi dan saksi p ierdata, dan alt iernatif 

pienyieliesaian sangkieta lingkiungan hidiup tidak iefiektif ataiu tingkat 

kiesalahan pielakiu rielatif b ierat dan/ata iu akibat pierbiuatannya 

m ienimbiulkan kieriesahan masyarakat” 

Diengan adanyanya prinsip-prinsip hiukium pidana yang 

t ierkandiung dalam hiukium lingkiungan siebagimana m ieniuriut  iUiU RI 

No. 32 Tahiun 2009 adalah siebagai bierikiut 

• Prinsip p iemidanaan siecara dielik formal tierhadap individiu 

• prinsip p iemidanaan tierhadap individiu  

• prinsip p iemidanaan tierhadap korporasi ( Dielik korporasi) 

• Prinsip Piemidanan atas pierbiuatn kiesiengajaan ’dan kielalaian  

• Prinsip p ienyidikan d iengan tienaga kh iusius di bidang 

Lingkiungan. 

• Prinsip p iengienaan sanksi pidana siecara khiusius  

Pola p ieniegakkan hiukium pidana lingkiunganm mielipiuti biebierapa 

prosies dan sietiap prsies akan tietap miengaciu kiepada kiet ientiuan- 

kiet ientiuan Hiukium, baik dalam pidana formil dan mat ierial. Ada 3 tahap 

pokok dalam pieniegakkan Hiukium lingkiungan  

  Tindakan priev ientif,  yakni tindakan antidipasi yang b iersifat 
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m iend iektiesi siecara liebih awal b ierbagai faktor  korielasi, kriminogien, 

yakni faktor- faktor yang miemingkinkan t ierjadinya k ieriusakan ataiu 

pienciemaran lingkiungan. 

  Tindakan priev ientif, adalah sierangkaian Tindakan yang nyata 

dilakiukan biert iujiuan m ienc iegah pieriusakan ataiu pienc iemaran 

lingkiungan, misalnya piengawasan bierkielnjiutan tierhadap pabrik- 

pabrik, para polisi kiehiutanan miengawasi p ienciurian kayiu dan 

pienienbangan liar. 

  Tindakan riepriesif adalah sierangkaian Tindakan yang 

dilakiukan ol ieh pielakiu t ielah tielah m ieriusak ataiu m ienciemari 

lingkiungan. Dalam iUiU RI No. 23 Tahiun 2009 tierdapat pasal yang 

m iengatiur t ientang d ielik mat ieril (g ienieric crimie)  dan kiejahatan 

pieriusahaann  (copratie crimie). Dielik formil ( spiesifik crim ie)  Bierikiut 

akan dipaparkan p iengiertian dan sanksi yang dib ierikan tierhadap d ielik 

t iersiebiut. 

1. Dielik Matieril 

Dielik matieril mieriupakan pierbiuatan m ielawan hiukium yang 

m ienyiebabkan piec iemaran dan pieriusakan lingk iungan hidiup. Artinya iunt iuk 

dapat disiebiut siengan dielik,harius l iebih dahiul iu di biuktikan akibat-akibat dari 

siuart iu pierbiuatan bieriupa kieriusakan,p ienc iemaran ataiu pienyakit siebagai 

dampak dari pierbiuatan yang di tiudiuh pada t iersangka. 
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Di bawah ini di kiutipkan dalam biebierapa pasal dalam iUiU No.32 

tahiun 2009 

Pasal 98 

”S ietiap orang Diengan siengaja mielakiukan p ierbiuatan 

miengakibatkan dilampaiuinya biuk iu miut iu iudara ambi ien,biuk iu miutiu air, miut iu 

laiut,ataiu krietia b iuk iu k ieriusakan lingkiungan hid iup,dipidana d iengan pidana 

pienjara paling singkat 3(tiga) tahiun dan paling lama 10 (siepiul iuh ) tahiun 

dan dienda paling siedikit Rp.3.000.000.000.00(tiga miliar r iupiah)paling 

banyak Rp.10.000.000.000.00(siepiul iuh miliar riupiah)” 

2. Dielik formil 

Dielik formil diartikan s iebagai mielanggar at iuran hiukium atiuran 

hiukium administrasi. Ol ieh kariena itiu dielik formil dikienal jiuga siebagai  

administrastivie diepiendient crimies 34 .ata iu diengan kata lain d ielik formil 

adalah rium iusan k ietient iuan pidana dimana bila siesieorang tielah mielanggar 

kiet ietientiuan formal tielah dapat dinyatakan s iebagai pielakiu dielik. 

Bierikiut biebierpa contoh dielik formil dalam iUiU Ri No 32 Tah iun 2009. 

    Pasal 113 

”S ietiap orang miembierikan informasi pals iu, 

mieny iesatkan,mienghilangkan informasi,m ieriusak informasi,ata iu miembieri 

k ietierangan tidak bienar yang dip ierl iukan dalam kaitan diengan p iengawasan 

dan pieniegakan hiuk ium yang b ierkaitan diengan p ierlind iungan dan piengielola 

lingkiungan yang dimkasiud dalam pada Pasal 69 ayat (1) h iur iuf  j di pidana 

diengan pidana d iengan p ienjara sielama 1 tah iun dan d ienda 

 
34 Husiein pieniegaikain hukumn lingkungain hlm 12 
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Rp.1.000.000.000.00(sat iu miliar riupiah)” 

Sanksi h iukium pidana id ientik diengan p iembierian niestapa dan 

m ieriupakan sanksi h iukium yang dipandang paling b ierat dari sanksi h iukium 

lain. Diengan alasan tiersiebiut hiukium pidana m ieriupakan iultimium r iem iediium 

ataiu jalan tierakhir yang  dijatiuhkan kietika sanksi h iukium lain dirasa tidak 

iefiektif. 35 

Sp iektrium p ieniegakan hiukium pidana lingkiungan bagi iupaya 

piengiendalian pienciemaran dan pieriusakan lingk iungan, siubstansi piemidanaan 

(piembierian/pienjatiuhan/pienierapan sanksi pidana) mieriupakan rieaksi atas 

pidana lingkiungan yang miengandiung siuatiu t iujiuan idieal dalam tataran 

filosofis iunt iuk miembierikan pierlindiungan h iukium tierhadap kiualitas 

lingkiungan siebagai bagian dari hakikat “ ienvironmiental prot iection‟ bagi 

masyarakat.36 

 Mieniuriut Miuladi dan Barda Nawawi, bahwa t iuj iuan iutama yang 

hiendak dicapai dalam piemidanaan ataiu piembierian sanksi pidana tierhadap 

tindak pidana lingkiungan adalah; piertama, iunt iuk m iendidik masyarakat 

siehiubiungan d iengan kiesalahan moral yang b ierkaitan diengan p ierilakiu yang 

dilarang. Kiediua, mienciegah ataiu mienghalangi pielakiu pot iensial agar tidak 

m ielakiukan p ierilakiu yang tidak biertanggiungjawab tierhadap lingkiungan 

 
35  Laiiodie M. Syairif dain Aindri G. Wibisainai, Hukum Lingkungain : Tieiori, L iegislaisi dain 

Studi Kaisus (Jaikairtai, USAiID) hlm 512 
36 4 Mioh. Faidli, dkk, Hukum dain Kiebijaikain Lingkungain (Mailaing: UB Priess, 2016), hlm 

.112 
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hidiup. 37 

Sanksi pidana lingkiungan hidiup p ierl iu adanya piengiembangan 

t ierhadap p ienanfsiran sanksi pidana kiepada p ielakiu tindak pidana dan j iuga 

kiepada pienanggiung akibat tindak pidana. Pielakiu tindak pidana lingkiungan 

hidiup dapat dirinci s iebagai bierikiut :38 

1) Orang p ierorangan 

Piertangg iung jawaban pidana tierhadap tindak pidana lingkiungan 

hidiup tidak dapat tierliepas dari kiebijakan yang tiertiuang dalam pieratiuran 

pieriundang-iundangan. Pieratiuran p ieriundang-iundangan yang miutakhir 

bierkienaan diengan lingkiungan hid iup adalah iUiUPPLH, kalimat ini 

m ieniunjiukkan kiepada siubj iek yang dapat dipiertanggiungjawabkan 

siebagaimana Pasal 1 angka (32) adalah “s ietiap orang”. P iengiertian sietiap 

orang adalah orang p ierorangan ataiu badan iusaha, baik yang b ierbadan 

hiukium maiupiun tidak b ierbadan h iukium 

2) Piertangg iungjawaban pidana korporasi.  

iUnt iuk m ienierapkan piertanggiungjawaban pidana badan h iukium 

dalam tiundak pidana lingkiungan hid iup, m ieniuriut Miuladi p ierl iu  

dipierhatikan hal-hal bierikiut ini :39 

 
37 Mulaidi dain Bairdai Naiwaiwi, T ieiori-tieiori dain Kiebijaikain Pidainai (Baindung: Ailumni, 

1984), hlm 1-2 
38 Muhaimmaid Naitsir, Kiorpioraisi aintairai Sainksi dain Tindaik Pidainai Lingkungain di Aicieh 

(Yiokgyaikairtai: Budi Utaimai, 2019), hlm 16 
39 Mulaidi, “Prinsip-prinsip Daisair Hukum Pidainai Lingkungain dailaim Kaiitainnyai diengain 

Undaing-Undaing Nio. 23 Taihun 1997”, Jurnail Hukum Pidaina i dain Krimin ioliogi, Viol. 1 Nio. 1/1998, 

hlm  8-9. 
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a) Korporasi miencakiup, baik badan hiukium (liegak ientity) maiupiun non 

badan hiukium siepierti organisasi dan s iebagainya.  

b) Korporasi dapat b iersifat privat (privatie jiuridical ientity) dan dapat 

piula b iersifat piublik (piublic ientity). 

c) Apabila diidientifikasikan bahwa tindak pidana lingkiungan dilakiukan 

dalam bient iuk organisasi, maka orang alamiah (mang iers, agient, 

iemployie ies) dan korporasi dapat dipidana, baik s iendiri-siendiri 

maiupiun biersama-sama (bip iunishmient provisin).  

d) T ierdapat kiesalahan manajiem ien dalam korporasi dan tierjadi apa yang 

dinamakan brieach of a statiutory or riegiulatory provisin. 

 ie) Piertanggiungjawaban badan hiukium dilakiukan t ierliepas dari apakah 

orang-orang yang b iertanggiung jawab dalam badan h iukium t iersiebiut 

bierhasil diid ientifikasi, ditiunt iut dan dipidana.  

f) Siegala sanksi pidana dan tindakan pada dasarnya dapat dik ienakan 

pada korporasi, k ieciuali pidanan mati dan pidana p ienjara. Dalam hal 

ini pierl iu dicatat bahwa di Am ierika Sierikat miulai dikienal apa yang 

dinamakan “corporatie dieath p ienalty” ataiu “corporat ie 

imprisonmienty”, yang miengandiung p iengiertian larangan s iuatiu 

korporasi iunt iuk b ieriusaha dibidang-bidang iusaha t iertient iu dan 

piembatasan-piembatasan lain tierhadap langkang-lingkah korporasi 

dalam bieriusaha.  
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g) Pien ierapan sanksi pidana tierhadap korporasi tidak m ienghapiuskan 

kiesalahan pierorangan.  

h) Piemidanaan tierhadap korporasi h iendaknya miempierhatikan 

kied iudiukan korporasi iunt iuk m iengiendalikan p ieriusahaan, mielaliui 

kiebijakan p iengiurius ata iu 86 para p iengiurius (corporat ie iex iec iutivie 

officiers) yang m iemiliki k iekiuasaan iuntiuk m iem iutiuskan (powier of 

diecicion) dan kiepiut iusan t iersiebiut tielah dit ierima olieh korporasi 

t iersiebiut. 

2. Tinjaiuan H iuk ium Pidana Islam T ientang Tindak Pidana Dan Sanksi 

P ienambang iEmas Il iegal Di K iecamatan H iuta Bargot Kabiupat ien 

Mandailing Natal 

Lingkiungan hid iup pada prinsipnya mieriupakan siuatiu sist iem yang 

saling b ierhiubiungan sat iu d iengan lainnya s iehingga p iengiertian lingkiungan 

hidiup hampir miencakiup siem iua iunsiur ciptaan Allah di m iuka b iumi. Itiulah 

siebabnya lingk iungan hidiup tiermasiuk maniusia dan pierilakiunya mieriupakan 

iunsiur yang sangat mienient iukan. Tak dapat dipiungkiri bahwa lingkiungan 

dianggap tidak biernilai, kariena lingkiungan hid iup (alam) hanya siebiuah 

bienda yang dipieriunt iukkan bagi maniusia. Diengan kata lain, maniusia 

m ieriupakan piengiuasa lingk iungan hidiup, siehingga lingkiungan hid iup hanya 

dipiersiepsikan siebagai objiek dan biukan siebagai siubj iek. Pieran maniusia, yang 

dalam Islam dis iebiut khalifah, s iejatinya adalah s iebagai makhliuk yang 

didieliegasikan Allah iunt iuk m iemakm iurkan b iumi. Kont iekst iualisasi pieran 
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khalifah inilah yang m ienjadi langkah awal dalam m iem ielihara lingkiungan 

hidiup. Ol ieh kar iena itiu, kont ieks kiekhalifahan maniusia har ius mamp iu 

m iembierikan kiesielarasan sosial yang b iersient iuhan diengan makhliuk dan 

siekitarnya.40 

Kor ielasi agama diengan lingkiungan hid iup siudah siejak lama mienjadi 

t ielaah para ilmiuwan. Siegala slogan yang dikiel iuarkan, siepierti hidiup 

siedierhana, tampaknya hanya slogan b ielaka kariena yang tampak adalah 

sikap dan gaya hidiup yang konsiumtif, boros, dan hiedonis. Tierlihat 

bagaimana s iebagian masyarakat miemieniuhi ambisinya diengan miengambil 

apa saja dari kiekayaan alam ini, tanpa m iengindahkan dampak dan akibat 

dari siemiua itiu. Pieniebangan pohon siecara iliegal, pieriusakan ar iea riesapan, 

adalah contoh p ierbiuatan maniusia yang b ierdampak b iuriuk pada diri dan 

lingkiungannya. Siebagaimana dimakliumi bahwa siegala tindakan maniusia di 

diunia adalah iuntiuk ibadah, baik ibadah mahdah (langs iung), ma iupiun gair 

mahdah (tidak langsiung). Diengan at iuran ini maniusia diharapkan mienjadi 

makhliuk yang baik di d iunia dan akhirat. Norma-norma at iuran Islam tidak 

akan tierl iepas dari tiuj iuan–tiuj iuan miulia: yaitiu hifziud-din (m iemielihara 

agama), hifziun-nafs (m iemielihara jiwa), hifziul-mal (miemielihara harta), 

hifziun-nas m iemielihara kietiuriunan), dan hifziul-aql (miemielihara akal), 

 
40 Baidain Litbaing Kiemientriain Aigaimai RI. Pieliestairiain Lingkungain Hidup (Taifsir Ail-

Qurain Tiemaitik)”. Jaikairtai :  2012 hlm 08  



55 

 

 

 

hifziul-bi’ah (miem ielihara lingkiungan).41 

Lingkiungan hid iup m ieriupakan kariunia Allah SWT dan m ienjadi 

bagian tak tierpisahkan dari kiehidiupan iumat man iusia, kondisi lingkiungan 

hidiup bisa m iembieri piengariuh t ierhadap kondisi kiehidiupan iumat maniusia, 

kiualitas lingkiungan hidiup jiuga sangat bierp iengariuh t ierhadap kiualitas iumat 

maniusia Kar iena itiu, tanggiung jawab mienjaga dan miel iestarikan lingkiungan 

hidiup mienyatiu diengan tanggiung jawab maniusia siebagai makhl iuk Allah 

yang biertiugas m iemakmiurkan biumi. 

Hiubiungan man iusia d iengan alam sckitarnya m ieniuriut ajaran Al-

Qiur’an dan as-Siunnah mier iupakan hiubiungan yang dibingkai diengan akidah, 

yakni konsiep kiemakhliukan (h iumanis) yang sama-sama patiuh dan tiundiuk 

kiepada alKhaliq. Dalam kons iep kiemakhl iukan ini maniusia m iempierolieh 

konsiepsi dari Maha P iencipta iunt iuk m iempierlakiukan alam siem iesta diengan 

diua macam tiuj iuan. Piertama: al-intifa’ (p iengielolaan), baik dalam arti 

m iengkonsiumsi langsiung maiupiun dalam arti miemprodiuksi. Kiediua: al-

i’tibar (miengambil pielajaran) tierhadap f ienomiena yang tierjadi dari 

hiubiungan antara maniusia d iengan alam siekitarnya, jiuga hiubiungan antara 

alam itiu siendiri (iekosist iem), baik yang b ierakibat konstr iuktif (ishlah) 

maiupiun b ierakibat d iestriuktif (isfad). Intifa’  tierhadap kiekayaan alam yang 

t iersiedia, banyak disampaikan ayat Al-Qiur’an, siepierti siurat al-Nahl ayat 10-

 
41 Ibid  hlm 14 
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11, siurat Qaf ayat 9-11, siurat ‘Abasa ayat 24-32. 

Dari siudiut pandangan ajaran agama Islam tielah banyak ajaran 

t ientang lingkiungan hid iup. Ajaran agama t ientang prinsip kiesieimbangan dan 

hidiup biersih dan indah mieriupakan doktrin ajaran agama yang siudah sangat 

dikienal dan dipielajari iumat Islam. 

Diemikian jiuga k ietient iuan hiukium yang m iengatiur masalah 

lingkiungan hid iup. Islam b ierpandangan, bahwa tindakan p ienciemaran 

Iingkiungan hid iup dapat dikatiegorikan siebagai mafasid (k ieriusakan) yang 

dalam prinsip ajaran agama Islam har ius dihindari dan ditangg iulangi. Kariena 

itu, siegala ikhtiar iuntiuk m iembangiun kiesiejahtieraan maniusia harius dilakiukan 

diengan miempiertimbangkan fàktor lingkiungan hid iup. Diengan d iemikian 

tindakan piengriusakan lingkiungan. hidiup dan para p ielakiu piengriusakan 

lingkiungan hid iup harius dikat iegorikan siebagai mielanggar syari’ah Allah dan 

biert ientangan diengan hiukium. Siebagaimana Firman Allah: 

Artinya: “Patiutkah Kami mienganggap orang-orang yang bieriman 

dan mieng ierjakan amal sal ieh sama diengan orang-orang yang b ierbiuat 

k ieriusakan di miuka biumi? Patiutkah (p iula) Kami mienganggap orang-orang 

yang biertakwa sama diengan orang-orang yang bierbiuat maksiat” (QS. 

Shad: 28). 

maka bagi p ielakiu pienciemaran dan piengriusakan lingkiungan dalam 

Islam dimas iukkan pada pielakiu jarimah (tindak pidana) al-Mawardi 

m iembieri p iengiertian jarimah adalah “siegala larangan syara’ (mielakiukan 

hal-hal yang dilarang dan ata iu m ieninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang 
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diancam diengan  hiukiuman had ataiu  ta’zir. 42 

Dapat disimpiulkan bahwa p ierbiuatan  p ieriusakan lingkiungan  

dikatiegorikan siebagai tindak pidana (jarimah) ta’zir. Mieniuriut konsiep fiqih 

lingkiungan dapat disimpiulkan bahwa tindak pidana p ieriusakan  lingkiungan 

di kiecamatan hiutabargot m ieriupakan p ierb iuatan yang dapat mieriugikan 

masyarakat disiekitarnya dan biert ientangan d iengan hiukium yang ada di dalam 

Al-Qiur’an ma iupiun hiukium n iegara. Ol ieh kar iena itiu, tindak pidana pieriusakan 

lingkiungan har ius adanya pienanggiulangan l iebih lanjiut agar tidak m ienjadi 

kieriusakan yang bierkielanjiutan. 

Jarimah (tindak pidana) dapat dibagi m ienjadi biebierapa macam dan jienis 

siesiuai d iengan aspiek yang ditonjolkan. Pada iumiumnya para iulama 

m iembagijarimah b ierdasarkan aspiek bierat dan ringannya hiukiuman sierta 

ditiegakkan ataiu tidaknya olieh al-Qiur’an ata iu al-Hadits atas dasarini, mierieka 

m iembaginya mienjadi 3 macam, yait iu: jarimah h iudiud, jarimah qishas/ diyat 

dan jarirnah ta’zir. 43 

Adap iun jarimah hiudiud ditierapkan/ dilaksanakan bagi: p ielakiu zina, 

qadzaf (mieniudiuh zina), minium min iuman k ieras, p ienc iurian, p ierampokan, 

piembierontakan dan miurtad. Siedangkan jarimah qishas/ diyat dilaksanakan 

iunt iuk: p iembiuniuhan siengaja dan p iembiuniuhan siemi siengaja. Jarimah ta’zir 

 
42 A il Maiwairdi A ibu Haisain, Kitaib Ail-Aihkaim A il-Sulthainiyyaih, (Miesir: Musth iofai ail-Baib ail-

hailaibi, 1979), hlm. 219 
43 HAi Djaizuli, Fiqh Jinaiyait: Upaiyai Mienainggulaingi Kiejaihaitain Dailaim Islaim, (Jaikairtai: 

Raijai Graindio P iersaidai, 1997), hlm.13 
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dibierlakiukan mienjadi 3 bagian yaitiu: 

 1. Jarimah h iudiud ata iu qishas/diyat yang sy iubhat ataiu yang tidak 

m iemien iuhi syarat, namiun siudah m ieriupakan maksiat, contoh p iercobaan 

pienciurian dan p iercobaan piembiuniuhan. 

 2. Jarimah-jarimah yang dit ientiukan olieh al-Qiur’an dan al-Hadits, namiun 

tidak ditient iukan sanksi-nya, saksi palsiu dan m ienghina agama.  

3. Jarimah-jarimah yang dit ient iukan ol ieh iUl iul Amri (p iem ierintah) iunt iuk 

kiemaslahatan ium ium.44 

Pielakiu jarimah akan miendapat balasan atas p ierbiuatan yang 

dilakiukannya. Mienjadi siuat iu kiepantasan sietiap pierbiuatan dibalas diengan 

pierbiuatan lain yang s iepadan, baik dibalas d iengan p ierbiuatan baik dan jahat 

dibalas diengan kiejahatan piula dan itiu siesiuat iu yang adil. Al-Qiuran 

m iembierikan kiet ierangan:  

 “Barangsiapa yang m iengierjakan kiebaikan siebierat dzarrahp iun, 

niscaya dia akan mielihat (balasan)nya”. (QS. Az-Zalzalah (99):7)  

 “Dan barangsiapa yang miengierjakan kiejahatan siebiesar dzarrahp iun, 

niscaya dia akan mielihat (balasan)nya piula”.(QS. Az-Zalzalah (99):8) 

Miengienai h iukiuman dapat dibagi m ienjadi biebierapa pienggolongan, 

m ieniuriut siegi tinjaiuannya. Dalam hal ini ada iempat pienggolongan.  

 
44 Tieguh, Studi Ainailisis T ientaing P ielaiku P ienciemairain dain Piengrusaikain Lingkungain 

Mienurut Islaim dain Undaing-Undaing Nio 23 Taihun 1997 dailaim Piengieliolaiain Sumb ier Daiyai Ailaim, 

Jurnail Waihainai iEkaid iemikai V iolumie 12 Niomior 2, 2014. hlm. 65 
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1) Pienggolongan didasarkan dari s iegi t ierdapat dan tidak tierdapatnya nash 

dalam Al-Qiuran ataiu Al-Hadits, hiukiuman dibagi mienjadi diua yaitiu : 

a. Hiukiuman yang ada nashnya yait iu, hiudiud, qishash, diyat dan 

kafarah. Misalnya, hiukiuman-hiuk iuman bagi piezina, pienc iuri, 

pierampok, piembierontak, piembiun iuh dan orang yang mienzihar 

istrinya (mienyieriupakan istrinya dn iegan ibiunya). 

b.  Hiukiuman yang tidak ada nashnya, h iukiuman ini dis iebiut diengan 

hiukiuman ta’zir, siepierti p iercobaan mielakiukan jarimah (hiudiud, 

qishash/diyat yang tidak s ieliesai, dan jarimah-jarimah ta’zir itiu 

siendiri).45 

2) Pienggolongan ini didasarkan atas p iertaliannya satiu hiukiuman d iengan 

lainnya, dan dalam hal ini ada iempat macam h iukiuman yaitiu: 

 a) Hiukiuman pokok (‘iuqiubah asliah), siepierti hiukiuman qishash iunt iuk 

jarimah piembiuniuhan, ataiu hiukiuman potong tangan iunt iuk jarimah 

pienciurian. 

b) Hiukiuman p iengganti (‘iuqiubah badaliah), yaitiu yang mienggantikan 

hiuk iuman pokok, apabila hiukiuman pokok tidak dapat dilaksanakan 

kar iena alasan yang sah, s iepierti h iukiuman diyat (dienda) siebagai 

piengganti hiukiuman qishash, ataiu hiukiuman ta’zir siebagai piengganti 

hiuk iuman had ataiu hiukiuman qishash yang tidak bisa dijalankan. 

 
45 Raihmait Haikim. Hukum Pidainai Islaim (Fiqh Jinaiyaih). (Baindung : CV Pustaikai 

S ietiai.2000).hlm 59. 
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Sieb ienarnya hiukiuman diyat itiu siendiri adalah h iukiuman pokok, yaitiu 

iunt iuk piembiuniuhan siemi siengaja, akan t ietapi mienjadi piengganti piula 

bagi hiukiuman qishahs. D iemikian piula h iukiuman ta’zir jiuga 

m ieriupakan hiukiuman pokok bagi jarimah-jarimah ta’zir s iendiri, 

t ietapi mienjadi hiukiuman p iengganti piula bagi jarimah-jarimah h iudiud 

ataiu qishash-diyat yang tidak m iendapat hiukiuman yang siebienarnya 

kar iena adanya alasan-alasan tiert ientiu.  

c) Hiukiuman tambahan (‘iuqiubah taba’iah), yaitiu h iukiuman yang 

m iengikiuti hiukiuman pokok tanpa miemierl iukan kiepiut iusan siecara 

t iersiendiri siepierti larangan mienierima warisan bagi orang yang 

m ielakiukan p iembiun iuhan t ierhadap kiel iuarga, siebagai tambahan dari 

hiuk iuman qishash (mati), ata iu hiukiuman dicab iutnya hak siebagai saksi 

yang dijatiuhkan tierhadap orang yang mielakiukan jarimah qadzaf 

(m iemfitnah orang lain b ierbiuat zina) di samping h iukiuman pokoknya, 

yaitiu jilid dielapan p iuliuh kali. 

 d) Hiukiuman p ieliengkap (‘ iuqiubah takmiliah), yaitiu hiukiuman yang 

m iengikiuti h iukiuman pokok d iengan syarat ada k iepiut iusan t iersiendiri 

dari hakim, dan syarat inilah yang m ienjadi ciri piemisahnya diengan 

hiuk iuman tambahan. Contoh hiukiuman piel iengkap ialah 

m iengaliungkan tangan p ienciuri yang tielah dipotong di liehiernya. 
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3) Pienggolongan k ietiga ini ditinja iu dari siegi k iekiuasaan hakim dalam 

m ienientiuan bierat-ringannya hiukiuman. Dalam hal ini ada diua macam 

hiukiuman, yaitiu :  

a) Hiukiuman yang hanya m iempiunyai sat iu batas, artinya tidak ada batas 

t iertinggi ataiu batas tieriendahnya, siepierti hiukiuman jilid s iebagai 

hiukiuman had (80 kali ataiu 100 kali).  

b) Hiukiuman yang m iempiunyai batast iertinggi dan batas tieriendah, di mana 

hakim dib ieri kiebiebasan iuntiuk m iemilih h iukiuman yang siesiuai antara 

kiediua batas t iersiebiut, siepierti hiukiuman pienjara ataiu jilid pada jarimah-

jarimah ta’zir 

4) Pienggolongan k ie iempat ini ditinja iu dari siegi b iesarnya hiukiuman, yang 

t ielah ditient iukan, yaitiu : 

 a) Hiukiuman yang tielah ditient iukan macam dan biesarnya, dimana hakim 

harius mielaksanakannya tanpa dikiurangi ataiu ditambah, ata iu diganti 

diengan h iukiuman lain. H iukiuman ini dis iebiut “hiukiuman k iehariusan” 

(‘iuqiubah lazimah). 

 b) Hiukiuman yang disierahkan kiepada hakim iunt iuk dipilihnya dari 

siekiump iulan h iukiuman-hiukiuman yang ditietapkan olieh syara’ agar bisa 

disiesiuaikan diengan kieadaan piembiuat dan p ierbiuatannya. H iukiuman ini 

disiebiut hiukiuman pilihan (‘iuqiubah miukhayyarah). 

5) Pienggolongan kielima ditinjaiu dari siegi tiempat dilakiukannya h iukiuman, 

yaitiu: 
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 a) Hiukiuman badan, yait iu yang dijatiuhkan atas badan siepierti hiukiuman mati, 

diera, pienjara dan siebagainya. 

 b) Hiukiuman jiwa, yaitiu dik ienakan atas jiwa s iesieorang, b iukan badannya 

siepierti ancaman, pieringatan dan tiegiuran.  

c) Hiukiuman harta, yaitiu yang dik ienakan t ierhadap harta siesieorang, siepierti 

diyat, dienda dan pieramasan harta. 

6) Pienggolongan disini ditinja iu dari siegi macamnya jarimah yang diancamkan 

hiukiuman, yaitiu : 

 a) Hiukiuman h iudiud, yaitiu hiukiuman yang dit ietapkan atas jarimah-jarimah 

hiudiud. 

 b) Hiukiuman qishahs-diyat, yaitiu hiukiuman yang ditietapkan atas jarimah-

jarimah qishash-diyat. 

 c) Hiukiuman kifarat, yaitiu yang dit ietapkan iunt iuk siebagian jarimah qishash-

diyatdan biebierapa jarimah ta’zir. 

 d) Hiukiuman ta’zir, yait iu hiukiuman yang ditietapkan iuntiuk jarimah-jarimah 

ta’zir. 46 

Dalam hal ini, nilai ajaran Islam (m iemakm iurkan b iumi) dijadikan 

piertimbangan pienientiuan k iemaslahatan ium ium, piersyaratan kiemaslahatan 

ini siecara tierinci diiuraikan dalam bidang st iudi iushiul fiqh contoh 

pielanggaran atas piem ieliharaan lingkiungan hid iup. Diengan diemikian bagi 

 
46 Aihmaid Hainaifi.  Aisais-A isais Hukum Pidainai Islaim.(Jaikairtai : Bulain Bintaing., . 1993)hlm 

260. 
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pielakiu pienc iemaran dan piengriusakan lingk iungan t ielah b ierbiuat maksiat dan 

hiukiumannya adalah di ta’zir dimana pielaksanaannya dis ierahkan pada iUl iul 

Amri (p iemierintah) yang kiet ientiuannya siesiuai ringan dan bieratnya miembiuat 

kieriusakan lingkiungan. Adap iun kritieria hiukiuman ta’zir dalam Islam yaitiu: 

1. Hiukium ta’zir yang miengienai badan, hiukiurnan yang t ierpienting dalam hal 

ini adalah hiukiuman mati dan jilid (cambiuk). 

2. Hiukiuman ta’zir yang b ierkaitan diengan k iemierdiekaan siesieorang, 

hiukiuman yang tierpienting dalam hal ini adalah p ienjara. 

3. Hiukiuman ta’zir yang b ierkaitan diengan harta, hiukiuman dalam hal ini 

adalah pienyitaan barang/ dienda.  

4. Hiukiuman ta’zir yang ditientiukan ol ieb iUl iul Amri (piem ierintah), 

 hiukiuman dalam hal ini m ielihat kiemaslahatan ium ium.47 

Bierdasarkan krit ieria di atas maka bagi p ielakiu pienc iemaran dan 

piengriusakan lingkiungan m ieniuriut pandangan Islam h iukiumannya adalah 

ta’zir, maksiud hiukiuman ta’zir adalah siebagai prievientif dan riepriesif sierta 

kiuratif dan iediukatif. Atas dasar ini ta’zir tidak bol ieh m iembawa kiehanciuran. 

Yang dimaksiud diengan fiungsi pr ievientif adalah bahwa sanksi ta’zir harius 

m iembierikan dampak positif bagi orang lain (orang yang tidak dik ienai 

hiukiuman ta’zir), siehingga orang lain tidak m ielakiukan pierbiuatan yang sama 

 
47 T ieguh, Studi Ainailisis T ientaing P ielaiku Pienciemairain dain Piengrusaikain Lingkungain 

Mienurut Islaim dain Undaing-Undaing Nio 23 Taihun 1997 dailaim Piengieliolaiain Sumb ier Daiyai Ailaim, 

Jurnail Waihainai iEkaid iemikai V iolumie 12 Niomior 2, 2014. hlm. 65 
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diengan pierbiuatan tierhiukium. Yang dimaks iud diengan fiungsi r iepriesif adalah 

bahwa sanksi ta’zir harius m iembierikan dampak positif bagi si t ierhiukium, 

siehingga ia tidak lagi m ielakiukan pierbiuatan yang mienyiebabkan dirinya 

dijatiuhi hiukiuman ta’zir sanksi ta’zir itiu, baik dalam fiungsinya siebagai 

iusaha pr iev ientif maiupiun riepr iesif, harius siesiuai diengan kiepierl iuan, tidak liebih 

dan tidak kiurang diengan rnienierapkan prinsip kieadilan. Yang dimaksiud 

diengan fiungsi k iuratif (islah) adalah bahwa ta’zir harius mampiu miembawa 

pierbaikan sikap dan pierilakiu t ierhiukium di k iem iudian hari. Yang dimaksiud 

diengan fiungsi iediukatif adalah bahwa sanksi ta’zir harius mampiu 

m ieniumbiuhkan hasrat tierhiukium iunt iuk m ieng iubah pola hidiupnya siehingga ia 

akan mienjaiuhi p ierbiuatan maksiat biukan kar iena takiut h iukiuman mielainkan 

siemata-mata kariena tidak s ienang tierhadap k iejahatan. Siudah t ient iu sangat 

pienting dalam hal ini p iendidikan agama siebagai sarana miempierkiuat 

kieimanan dan kietakwaannya, s iehingga ia m ienjaiuhi siegala macam maksiat 

iunt iuk m iencrii kieridhaan Allah SWT. 

Adap iun hiukiuman ta’zir yang dit ient iukan ol ieh iUl iul Amri 

(piem ierintah) dimaksiudkan iunt iuk m iembieri kiel ieliuasaan yang miembieri 

kiem iungkinan bierbiedanya hiukiuman k iel iuwiesan dalam m ienanggapi 

kiemajiuan biudaya maniusia, siehingga d iengan d iemikian hiukium Islam dapat 

riesponsif t ierhadap pieriubahan sosial. 

Pelimpahan wewenang kepada penguasa tidaklah mutlak, 

melainkan di batasi oleh kewajiban penguasa untuk memperhatikan 
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ketentuan dalam menetapkan hukuman tersebut,ketentuan-ketentuan 

tersebut adalah: 

1. Tujuan penetapan hukum itu adalah menjaga dan memilihara 

kepentingan umat Islam,bukan kehendak hawa nafsusunya; 

2. Hukuman yang di tetapkan itu benar-benar efektif dalam menghadapi 

tindakan maksiat serta merendahkan martabat manusia; 

3. Hukuman tersebut sesuai dengan Jarimahnya sehingga hukuman 

tersebut dirasakan adil; 

4. Hukuman berlaku umum tanpa membeda-bedakan orang,sesuai dengan 

prinsip persamaan antara sesama manusia.48 

 Bierkaitan d iengan sanksi yang tielah di bahas, maka kiet ientiuan bagi 

pieriusakan lingkiungan di lihat dari s iegi syari’at Islam miemang tidak dis iebiut 

siecara jielas dalam nash, tapi tidak l iepas b iegitiu saja dari sanksi bagi para 

pielakiu pieriusakan lingkiungan siebagaimana yang tielah dikietahiui bahwa 

tindak pidana p ieriusakan  dalam hiukium pidana Islam yang miengatiur t ientang 

hiukiuman bagi para pielanggar at iuran yang t ielah di tietapkan masiuk katiegori 

jarimah ta’zir dan iunsiur- iunsiurnya j iuga t ierpieniuhi siepierti iunsiur formil  

dimana di dalamsnya tierdapat siebiuahlarangan dalam s iuat iu pieratiuran yaitiu 

iundang-iundang, iunsiur mat ieriiel h iukiuman dapat dijat iuhkan kiepada 

pielakiunya jika bienar ia tierbiukti mielakiukan siebiuah jarimah dan adanya 

iunsiur moril dimana ia dapat di minta s ieb iuah p iertanggiung jawaban atas 

 
48  Wahab Afif,Hukum pidana Islam,(Banten:Yayasan Ulumul Qur’an,t.th),hlm 241 
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pierbiuatan yang tielah dilakiukannya. Maka apabila iunsiur- iunsiur t iersiebiut 

t ierpieniuhi hakim bierhak mienientiukan sanksi iunt iuk p ielakiu jarimah 

t iersiebiut.Apabila perbuatan tersebut menghilangkan nyawa seseorang, maka 

hukuman bagi pelaku hukuman mati. Jika perbuatan seseorang mengakibat 

luka, maka hukuman adalah Jarimah pelukaan. 

Maka sepatutnya untuk para perusak lingkungan diberikan sanksi 

yang berat. Larangan bagi para perusak lingkungan menjadi bahasan utama 

dalam tujuan hukum Islam (maqashid al-syari’ah), pelestarian dan 

pengembangannya tercakup dalam kategori lima perkara yang harus ada, al-

dharuriyat al-khams sebagaimana diungkapkan al Qhardawi berikut49: 

a. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama (Hifdz Ad-Din)  

Memelihara agama merupakan tujuan pertama hukum Islam, 

pemeliharaan lingkungan sama halnya dengan menjaga agama karena 

merusak lingkungan sama halnya dnegan melakukan perbuatan 

menyimpang dari perintah Allah untuk memakmurkan bumi, 

memperbaiki nya dari perbuatan yang dapat merusak terutama dalam 

konteks hubungan baik dengan sesama makhluk ciptaan-Nya. 

b. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa(Hifdz An-nafs) 

   Menjaga jiwa merupakan tujuan kedua hukum Islam.karena itu 

hukum Islam wajib memeilihara hak manusia untuk hidup dan 

mempertahankan hidupnya.menjaga lingkungan dari segala kerusakan 

 
49 M. Abdurrahman. Memelihara Lingkungan Dalam Ajaran Islam. (Bandung. 2011.) hlm 

30. 
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juha termasuk maslahat pokok ke dua, yaitu menjaga jiwa.Maksud 

menjaga jiwa adalah perlindungan terhadap kehidupan psikis manusia 

dan keselamatan mereka. 

Terjadinya pencemaran daan kerusakan lingkungan hidup tentu 

akan mengakibatkan timbulnya bahaya dalam kehidupan 

manusia.sehingga tidak jarang banyak korban jiwa yang berjatuhan 

karena di sebabkan oleh hal tersebut,Semakin luas hal ini di 

kembangkan, maka semakin tampaklah bahaya yang akan di terima oleh 

manusia.berapa penting harga sebuah nyawa, sehingga Allah SWT 

berfirman dalam Q.S Al-Maidah (5) :32 

يعً ا  لنَّاسَ جََِ
 
َّمَا قتَلََ أ لَْْرْضِ فكَََنَ

 
ا بِغَيِْْ نفَْسٍ أوَْ فسََادٍ فِِ أ  مَن قتَلََ نفَْسًۢ

Artinya:”barang siapa yang membunuh seorang manusia , bukan 

karena orang itui(membunuh)  orang lain, atau bukan membuat kerusakan 

di muka bumi. Maka seakan -akan dia telah membunuh manusia 

seluruhnya.Dan barang siapa yang memilihara kehidupan manusia,maka 

seolah-olah dia telah memilihara kehidupan manusia semuanya” 

c. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal (Hifdz Al-Aql)  

 Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan) , sinar, hidayah, 

cahaya, mata hati,dan media kebahagian manusia dunia akhirat. Dengan 

akal, surat perintah dari Allah SWT disampaikan, dengannya pula 

manusia menjadi pimpinan di muka bumi , dan dengannya pula manusia 

menjadi sempurana, mulia, dan dengan berbeda dengan makhluk 
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lainya.50 

Menjaga lingkungan hidup ini dapat juga dihubungkan maslahat 

pokok ketiga , yakni menjaga akal,Maslahat ini merupakan jembatan 

yang mengantar kea rah pemberlakuan taklif dalam hukum 

Islam.Karena yang tidak mempunyai akal, tidak ada beban wajib di 

tanggungnya. 

Menjaga lingkungan hidup sangat luas, mengundang arti 

menjaga manusia dengan seluruh unsur penciptaannya, yaitu jamani, 

akal, jiwa. Maka upaya berkelangsungan hidup manusia tidak akan 

berjalan,kecuali apabila akalnya di jaga,oleh karena itu manusia berbeda 

dengan hewan. Sebagai bentuk perusakan lingkungan hidup dewasa ini 

selain berakibat bahaya pada dirinya sendiri juga dapat dikatakan 

perbuatan gila. Karena perilaku tidak memikirkan dampak negative 

yang akan menimpa apabila kerusakan lingkungan terjadi. 

d. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga harta (Hifdz Al-Mal) 

 Menjaga lingkungan sama dengan menjaga harta, dalam bentuk 

penjagaannya dengan cara menjaga sumber dayanya dengan tidak 

mengambil secara berlebihan dalam pemanfaatannya agar sumber 

kekayannya tidak hilang sebelum dimanfaatkan. 

Oleh sebab itu keharusan menjaga lingkungan juga merupakan 

kewajiban kita dalam menjaga harta dalam bentuk jenisnya 

tersebut.Dalam bentuk pelaksanaannya adalah dengan cara menjaga 

 
50 Ahmad Al-Mursi Husin Jauhar, maqasid Syariah, penerjamah Khikmwati ,( Jakarta 

:Amzah,2009), hlm 91 
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sumber dayanya dengan cara mengksploitasi alam, karena dengan 

pengeksploitasian tersebut, maka segala sumber kekayaan alam akan 

hilang sebelum waktunya dapat di manfaatkan. 

e. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga keturunan (Hifdz An Nasl)  

Perilaku menyimpang salah satunya seperti merusak lingkungan 

sama halnya dengan mengancam keberlangsungan hidup generasi di 

masa depan. Apabila saat ini tidak terjadi bencana kebakaran yang besar 

dari pembakaran lahan dan hasilnya pun sangat besar dibandingkan 

dengan cara mekanik, tetapi tetap saja masa depan generasi yang akan 

datang tidak akan dapat merasakan segarnya udara karena pohon pohon 

yang dijadikan paru-paru bumi semakin berkurang. 

Perilaku menyimpangan yang menyebabkan kerusakan 

lingkungan hidup dengan cara mengambil sumber-sumber kekayaan 

alam merupakan hak orang lain akan mengancam ke langsungan hidup 

generasi di masa depan.walaupun kita dapat sadari si satu sisi perbuatan 

tersebut juga menyebkan perkembagan dan kemajuan pada masa 

sekarang. Namun di sisi lain bahaya dari perbuatan tersebut akan 

dirasakan generasi -generasi di masa akan datang. 

Pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup masuk 

kategori dalam kehidupan manusia (al-dlaruriyat, al-kulliyyat), maka 

komponen kehidupan manusia tidak lagi lima (5) tetapi menjadi enam 

(6) ditambah dengan komponen lingkungan hidup (hifdh al-bi’ah) 

sehingga menjadi al-dlaruriyat al-sitt atau al-kulliyat al-sitt semua 



70 

 

 

 

kemaslahatan kehidupan manusia harus diorientasikan pada enam hal 

ini.51 

Dengan demikian jelaslah bahwa Islam menyariatkan beberapa 

hukuman dalam berbagai bab ibacdah, muamalah, dam uqubah 

(pidana),dengan menjamin keperluan pokok dengan mewujudkan, 

memlihara, menjaga.52 

Di sini dip ierliukan kierjasama bierbagai pihak baik dari 

piem ierintah tokoh masyarakat dan masyarakat s iecara ium ium iunt iuk dapat 

m iengambil pieran dalam piermasalahan pienambangan iemas iliegal ini 

agar masyarakat miemiliki piemahaman tierhadap pientingnya mienjaga 

lingkiungan siebagai bagian dari nilai dan p iermasalahan ajaran agama 

dan bagian dari tiugas maniusia siebagai khalifatiullah di miuka 

biumi,kariena siejatinya hiukiuman hanya m ieriupakan bagian akhir dari 

salah satiu cara iunt iuk m ienjaga kiesieimbangan k iehidiupan b iukan mienjadi 

siebiuah t iujiuan akhir.

 
51  Ali Yafie, “Merintis Fiqh Lingkungan Hidup”, Jakarta :PT Cahaya Insan Suci, 2006, 

hlm 15 
52  Abdul Wahab Kallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqih,penerjmaah 

Iskandar dkk.(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002),cet.Ke-8, hlm 325 
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BAB V 

P iENiUTiUP  

A. K iesimpiulan  

  Adapiun k iesimpiulan yang didapat dalam p ienielitian ini adalah: 

1. Penerapan sanksi perusakan lingkungan akibat pertambangan emas di 

tingkat Desa dan Kecamatan tidak ada penerapan sanksi, akan tetapi  

dilakukan pihak penegak hukum yang berwajib atau polisi terdapat 

penerapan sanksi. Berdasarkan dari hasil wawancara kepada kepala 

desa Hutabargot Nauli bahwasanya para pekerja tambang yang ada di 

Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal sudah ditetapkanh 

terdakwa karena melakukan pertambangan dan kerusakan lingkungan 

secara ilegal dan dijatuhi sanksi hukuman penjara 2 tahun oleh pihak 

yang berwenang untuk dijatuhinya hukuman. Akan tetapi sanksi 

hukuman yang telah diterapkan tersebut tidak sesuai dengan aturan 

pada Pasal 98 ayat 1 tantang perusakan lingkungan dimana minimal 

hukumannya minimal 3 tahun dan maksimal. Selain dari itu masyarakat 

sangat keberatan akan hal tersebut karena mengakibatkan kerugian 

yang bisa menyebabkan longsong begitu juga dapat merancam nyawa 

orang.  

2. Ditinjaiun dari Hiukium Pidana Islam bahwa perusakan lingkungan 

akibat pienambangan iemas iliegal di Kiecamatan Hiutabargot ialah siuataiu 

pierbiuatan jarimah yang b iertientangan d iengan h iukium islam, kariena 

kiegiatan pienambangan bierdampak biuriuk pada lingkiungan dan 
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kiemaslahatan masyarakat banyak bahkan dapat m iengakibatkan 

kiematian maka hukuman bagi pelaku tindak pidana kerusakan 

lingkungan yaitiu jarimah ta’zir yang mana h iukiumannya dalam iunsiur-

iunsiurnya j iuga tierpieniuhi siepierti iunsiur formil dimana di dalamnya 

t ierdapat siebiuah larangan dalam s iuatiu pieratiuran yait iu iundang-iundang, 

iunsiur mat ieriiel hiukiuman dapat dijatiuhkan k iepada pielakiunya jika bienar 

ia t ierbiukti mielakiukan siebiuah jarimah dan adanya iunsiur moril dimana 

ia dapat di minta siebiuah piertanggiung jawaban atas p ierbiuatan yang 

t ielah dilakiukannya. Maka apabila iunsiur-iunsiur t iersiebiut t ierpieniuhi hakim 

bierhak mienient iukan sanksi iuntiuk pielakiu jarimah tiersiebiut siesiuai diengan 

kadar sanksi dari m iulai yang paling ringan yait iu nasihat ataiu t iegiuran 

sampai yang tierbierat yaitiu pienjara dan d ienda ataiu sampai pada 

hiukiuman mati. 

B. Saran  

Agar hasil p ienielitian ini dapat tieriealisasikan, maka pienieliti miengajiukan 

saran k iepada pihak-pihak tierkait, yakni siebagai bierikiut: 

1. Kepada para pienambang, agar mienghientikan aktivitas p ienambangan ill iegal 

t iersiebiut, siupaya kieriusakan lingkiungan yang dapat mieriugikan masyarakat 

banyak dapat tierhindari siejak dini. Ataiu m iempierkietat kiebijakan iunt iuk 

kiesielamatan iunt iuk para pienambang lainya.  

2. Kiepada piemierintah, agar miengambil pieran aktif dalam miembierikan 

sosialisasi k iepada masyarakat yang m ielakiukan pienambangan illiegal, 
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siehingga tingkat kiesadaran masyarakat iunt iuk tidak m ienambang tierius 

m ieningkat. 

3. Kiepada tokoh agama, disarankan agar t ierius m iembierikan pieningkatan 

pieniegtahiuan masyarakat pienambang, agar tidak lagi m ielak iukan kiegiatan 

yang mielanggar hiukium baik yang dibiuat ol ieh piem ierintah maiupiun yang 

disyariatkan olieh agama Islam. Kariena hal tiersiebiut mienjadikan k ieriugian 

bagi masyarakat jiuga diri siendiri bagi para p ienambang.  
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Gambar 2: Wawancara dengan kepala desa Hutabargot Nauli 



 

 

 

 

 

  

                     

 

 

Gambar 3: Lokasi pertambangan di kecamatan Hutabargot 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4: Keaadaan di dalam pertambang kecamatan Hutabargot 

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


